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ABSTRAK 

 

Partisipasi politik adalah suatu mekanisme penting dalam suatu negara. 

Pada saat ini partisipasi politik masyarakat tepatnya didaerah kelurahan Surabaya 

kecamatan Kedaton Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari warga yang ikut 

berpartisipasi maupun tidak, mereka masing-masing memiliki alasan yang 

berbeda-beda.  Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat 

kelurahan Surabaya kecamatan Kedaton kota Bandar Lampung sangat beragam 

diantaranya, faktor eonomi, faktor pendidikan, faktor kesadaran politik, dan lain-

lain yang terdiri dari tipologi pasif maupun spector. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai 

tentang faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat 

kelurahan Surabaya dalam tinjauan fiqh siyasah. Penelitian ini mengguanakan 

penelitian field research (penelitian lapangan) dengan sifat penelitian empiris 

analitik. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara sebagai 

metode utama dan dokumentasi sebagai metode pendukung. Analisis data 

menggunakan analisis kualitatif. 

Dari penjabaran penulis dari bab-bab sebelumnya dapat diambil 

kesimpulan bahwa masyarakat kelurahan Surabaya kecamatan Kedaton kota 

Bandar Lampung, masih kurang baik dalam pemilihan umum presiden di tahun 

2019. Hal ini dikarenakan kesadaran politik masyarakat kelurahan Surabaya 

kecamatan Kedaton masih sangat pasif. Kurangnya kesadaran politik masyarakat 

menyebabkan pelemahan pada legitimasi kepemimpinan yang terpilih, dan 

membahayakan pemerintahan yang sukses karena kebijakan yang dikeluarkan 

tidak ditaati dan kurang mendapat respon positif, dan hal ini bisa dimanfaatkan 

oleh oknum-oknum tertentu yang membutuhkan kekuasaan politik. Tinjauan fiqh 

siyasah terhadap partisipasi politik masyarakat keluarahan Surabaya kecamatan 

Kedaton kota Bandar Lampung, yaitu Islam tidak mengharuskan model pasti 

dalam menyampaikan aspirasi politik, namun menaati ulil amri (pemerintah) 

adalah suatu kewajiban selama kebijakan yang dikeluarkan tidak bertentangan 

dengan syariat. Perbedaan pendapat aspirasi politik dan kepentingan adalah hal 

yang wajar, tetapi prinsip menjaga persatuan dan kesatuan merupakan kunci 

utama kekuatan dan kemenangan selama masih dibina oleh aqidah yang kokoh. 
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MOTTO 

 

                    

                       

    

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), 

jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian 

itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S. An-Nisa : 59). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada bagian sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul 

skripsi ini supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman bagi pembaca dalam 

memahami judul tersebuat. Skripsi ini berjudul “Tinjuaun Fiqh Siyasah 

Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Umum Presiden 

2019 (Studi Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)”. 

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu: 

Tinjauan yaitu pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan 

pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan 

secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
1
 

Fiqh Siyasah berasal dari kata “Fiqh” dan “Siyasah”, adapun fiqh berasal 

dari kata  faqaha-yafqahu-fiqhun. Secara bahasa pengertian fiqh adalah “faham 

yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, 

menyebut “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada 

kedalamnya
2
. dan Siyasah Syar‟iyah yaitu ketentuan kebijaksanaan pengurusan 

masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.
3
 Jadi Fiqh Siyasah ialah ilmu 

yang mengkaji tentang segala seuatu yang berkaitan dengan urusan 

kenegaraan. 

                                                             
1
 Pengertian-tinjauan/http:elib.unikom.ac.id/ (diakses pada 17 Mei 2019 , pukul 13.45). 

 
2
 Amir Syarifuddin, Pembaruan Pemikiran Dalam Islam, h.15; Ma‟luf, al-Munjid, h. 591. 

 
3
 Ibid. 
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Partisipasi adalah keterlibatan, kontribusi, peran, dalam suatu kegiatan, 

keikutsertaan, atau peran serta.
4
 

Politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politea, yang akar 

katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu 

negara dan teia, berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti 

politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa.
5
 

Pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 1 

ayat (1) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 

Jadi dengan demikian dari uraian istilah judul yang dikemukakan di atas 

maka yang dimaksud judul skripsi ini adalah Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang 

Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Umum Presiden 2019 di 

Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi tujuan peneliti untuk membahas judul tersebut ialah: 

1. Alasan Objektif 

a. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat di kelurahan Surabaya, 

kecamatan Kedaton Bandar Lampung terhadap pemilihan umum 

Presiden 2019. 

b. Untuk mengetahui lebih dalam tinjauan Fiqh Siyasah mengenai 

partisipasi masyarakat terhadap Pemilihan Umum Presiden 2019. 

                                                             
 

4
 Muhammad Budi Setiawan, Mozaik Gerakan Pemuda Kontemporer, h. 88-89. 

 
5
 Hamdan Mansyur Tjiptadi , S.ESIP MM, Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta 

Gramedia Pustaka Utama) h.  29. 
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2. Alasan Subjektif 

a. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang 

saya pelajari di Fakultas Syari‟ah dan Hukum Jurusan Siyasah. 

b. Pembahasan penelitian ini erat kaitannya dengan fenomena yang terjadi 

di masyarakat terhadap Pilpres 2019 yang baru saja di adakan di 

Indonesia. 

c. Tersedianya literatur yang menunjang sebagai refrensi kajian dalam 

usaha menyeleaikan karya ilmiah ini. 

C. Latar Belakang Masalah 

Partisipasi politik merupakan mekanisme penting dalam sebuah negara, 

terutama yang menggunakan sistem demokrasi liberal. Salah satu contohnya 

adalah dalam pemilu atau pemilihan umum, partisipasi politik dalam pemilu 

adalah salah satu cara dalam memilih orang-orang yang akan mengisi jabatan 

di lembaga legislatif maupun eksekutif serta salah salah satu pelayanan hak-

hak asasi warga dalam bidang politik.
6
 

Kemerdekaan berpendapat merupakan perwujudan dari sila ke-4 Pancasila 

yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan”. Kemudian didalam Undang-Undang Dasar 

1945 pasal 28 menegaskan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul 

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh 

Undang-Undang”.
7
 

                                                             
6
 www.elpakpahantampan wordpress.com, Kamared El pakpahan “Partisipasi 

Masyarakat Dalam Politik”10 Desember 2019. 
7
 Abdussalam, Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum (Jakarta; Restu 

Agung, 2006) cet. 1 h. 36. 
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Pada lain pihak apa yang dihasilkan dalam pemilu juga menghasilkan 

kekecewaan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. kekecewaan itu 

disuarakan untuk banyak pihak, kekecewaan sebagian masyarakat terhadap 

pemimpin antara lain melahirkan sikap absen dalam pemilu. Lebih jauh dari itu 

sikap tidak mau berpartisipasi dalam pemilu diungkapkan secara aktraktif, 

seolah-olah pihak yang kecewa terhadap hasil pemilu yang selalu melakukan 

kampanye dan mengajak pihak lain agar tidak berpartisipasi dalam pemilu, 

mereka yang menolak berpartisipasi dalam pemilu menyebut diri mereka 

sebagai golput.
8
 

Pilpres sebagai salah satu pelaksanaan demokrasi di Indonesia ialah proses 

memilih orang untuk mengisi jabatan Kepala Negara (Presiden) beserta 

seorang wakilnya, dengan cara demokrasi atau pemilihan langsung oleh rakyat, 

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan 

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu 

kali masa jabatan."
9
 

Menurut data resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat golput pada 

pilpres 2004 sebanyak 23,30%, pilpres 2009 sebanyak 27,45%, dan  pilpres 

2014 sebanyak 30,42%, sedangkan untuk data pilpres 2019 KPU belum 

memiliki jumlah pastinya dikarenakan kurangnya data namun berdasarkan 

Lingkaran Survey Indonesia jumlah mereka yang tidak menggunakan hak pilih 

                                                             
8
 Badri Khairun dkk, Islam dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput Sebagai 

Alternatif Partisipasi Umat (Jakarta: Nimus Multima, 2004) , h. 93. 

 
9
 Undang-Undang  Dasar 1945 Pasal  7 Tahun  1999 Tentang Masa Jabatan Capres-

Cawapres. 
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atau golput di pilpres 2019 paling rendah sejak Pilpres tahun 2004, berdasarkan 

hasil hitung cepat LSI jumlah pemilih golput pada 2019 sebanyak 19,24% 

berdasarkan hitung cepat.
10

 Walaupun dari data di atas menunjukan penurunan 

yang cukup signifikan, pemikiran golput harus terus dicegah dan ditekan, 

masyarakat masih belum sadar tentang apa yang terjadi terhadap legitimasi 

parlemen maupun eksekutif dan juga dampak politik terhadap kehidupan 

mereka. 

Menurut Ibnu Taymiyah berbicara dan mengemukakan pendapat adalah 

suatu kebolehan tapi disamping itu semua Islam juga memberikan batasan-

batasan dalam rangka menghargai hak orang lain.
11

 Walaupun golput di nilai 

sebagai hak politik bagi sebagian orang namun hal ini tidak dibenarkan dan 

tidaklah di anjurkan. 

Hal inilah yang terjadi di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton 

Bandar Lampung, masyarakat kelurahan Surabaya memiliki caranya masing 

masing dalam menyuarakan hak politiknya di pilpres, tak jarang di jumpai 

pemilih yang sekedar memilih tanpa mengetahui visi dan misi pilihannya, ada 

yang memilih karna sejumlah uang, dan tidak sedikit pemilih yang berfikiran 

apatis, belumlagi isu hoax atau berita palsu yang menimpa kedua paslon 

menyebabkan kepanikan publik dan merubah persepsi masyarakat terhadap 

politik menjadi lemah. Kelurahan Surabaya yang terletak di Kecamatan 

Kedaton Bandar Lampung memiliki luas wilayah 57 H dengan jumlah 

                                                             
10

 http://m.detik.com/news/berita/d-4533356/lsi-denny-ja-golput-pilpres-2019-

menurun.html, “LSI Denny JA: Golput Pilpres 2019 Menurun”, 10 desember 2019. 
11

 Ibnu Taymiyah, kumpulan fatwa-fatwa Ibnu Taymiyah, (Jakarta darul haq, 2007), h. 23. 
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penduduk 7586 jiwa dan 6894 dpt dan dari 6894 dpt tersebut terdapat 61 suara 

yang tidak digunakan.
12

 

Menurut geografis kelurahan surabaya terletak di daerah perkotaan dengan 

status sosial dan kultur masyarakat yang beragam, menjadikan fenomena ini 

menarik untuk dibahas. memilih merupakan hak setiap warga negara yang 

telah dinyatakan dewasa oleh undang-undang untuk memberikan hak pilihnya 

dalam pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilihpresiden, danjika 

hal hal apatis ini dibiarkan maka akan melemahkan legitimasi kepemimpinan 

terpilih dan membahayakan kelangsungan pemerintahan yang sukses dan 

mensejahterakan karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak ditaati dan 

kurang mendapat respon positif dari masyarakat. Pembangunan itu akan 

berhasil jika adanya dukungan dan partisipasi masyarakatnya. Peran serta atau 

partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan 

tolak ukur kesuksesan pelakanaan pembangunan mengingat dengan adanya 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan menempatkan status 

masyarakat yang bukan hanya sasaran pembangunan tetapi juga merupakan 

subyek dalam proses modernisasi dan perubahan yang dikehendaki oleh 

pembangunan itu sendiri. 

Islam memang tidak mengatur bagaimana cara memilih seorang 

pemimpin, namun sistem demokrasi bukanlah suatu hal yang bertentangan 

dengan Islam, justru menaati ulil amri (pemerintah) selama tidak 

                                                             
12

 Wawancara dengan Bapak Khoirul (40) Lurah Kelurahan Surabaya Kecamatan 

Kedaton Bandar Lampung , pada hari Rabu 25 September 2019. 
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menjerumuskan kedalam kesesatan adalah bagian dari kewajiban seorang 

muslim. 

Kualitas partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum menjadi tolak ukur 

keberhasilan pemilu. Minimnya partisipasi masyarakat telah menjadi masalah 

penting yang harus dicari solusinya. Muncul persepsi bahwa menurunnya 

tingkat partisipasi dikarenakan adanya pemilih yang apatis bahkan anti 

partisipasi, ini dapat di lihat dari banyaknya surat suara yang tidak sah 

dikarenakan pemilih memilih semua calon pasangan yang mengakibatkan tidak 

sahnya surat suara. 

Pemilihan umum presiden memiliki karakteristik yang berbeda dari 

pemilihan umum lainnya dan memiliki skala yang paling luas dari pemilu 

lainnya maka dari itu konflik yang munculpun berdampak sangat besar 

terhadap persatuan dan kesatuan umat, apa lagi sampai memunculkan 

permusuhan dan kebencian yang sudah jelas dilarang, sebaliknya dalam 

pandangan Islam sukses dan lancarnya pemilihan umum merupakan sunatullah 

selagi berlandaskan pada semangat kebersamaan, dan membangun untuk 

kemakmuran bersama. 

D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam penelitian ini terfokus pada tinjauan fiqh siyasah 

mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pilpres 2019 dan berfokus pada 

lingkungan III yang terdiri dari 8 RT yang berada di Kelurahan Surabaya, 

Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, karna di lokasi banyak terdapat 
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fenomena sosial yang berkaitan dengan Pilpres 2019 dan di lokasi ini memiliki 

tingkat golput yang cukup tinggi. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti mendapatkan 

beberapa Rumusan Masalah, yaitu: 

1. Apa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat terhadap 

Pilpres 2019 di Kelurahan Surabaya Bandar Lampung? 

2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah mengenai partisipasi politik masyarakat 

terhadap Pilpres 2019 di Kelurahan Surabaya Bandar Lampung 

F. Tujuan dan Kegunaan penelitan 

1. Tujuan penelitin 

a. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah mengenai Partisipasi 

Masyarakat di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar 

Lampung terhadap Pilpres 2019. 

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi politik 

masyarakat terhadap Pilpres 2019. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Secara teoritis yaitu menambah hasanah keilmuan tentang pemikiran 

politik Islam yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat. 

b. Secara praktis yaitu agar dijadikan refrensi tambahan terkait untuk 

mengetahui perkembangan politik dan untuk menerangkan cara 

berpolitik yang Islami di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton 

Bandar Lampung. 
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G. Signifikansi Peneltian 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharap kan menambah pengetahuan bagi masyarakat 

tentang partisipasi politik terhadap pilpres 2019 sebagai sumbangan ilmu 

pengetahuan kepada pembaca untuk mengetahui permasalahan partisipasi 

masyarakat terhadap Pemilihan Umum Presiden di Kelurahan Surabaya 

Bandar Lampung. 

b. Untuk memberikan sebagian pemikiran tentang pemikiran politik, 

khususnya yang berkaitan dengan poltik Islam dan sumbangan 

pembendaharaan pustaka dalam Ilmu Hukum Tata Negara. 

2. Secara Praktis 

a. Untuk dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya. 

b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan 

masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis. 

c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi mahasiswa dalam meraih gelar 

Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian yaitu tatacara bagaimana suatu penelitian itu di 

laksanakan.
13

 Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan Skripsi 

ini penulis menggunakan metode: 

 

 

                                                             
13

 Susiadi AS, Metodeologi Penelitian, (Lampung: LP2M IAIN RadenIntan Lampung, 

2015), h. 21. 
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1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research yang 

langsung dilaksanakan dilapangan.
14

 Yang menjadi objek penelitian ini 

adalah partisipasi masyarakat di kelurahan Surabaya, kecamatan kedaton 

Bandar lampung dalam pilpres 2019. 

b. Sifat penelitian yaitu penelitian bersifat Deskriptif Kualitatif.
15

 Yaitu 

mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel di 

kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton Bandar lampung mengenai 

partisipasi politik masyarakat dalampilpres 2019. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari 

objek penelitian yaitu peneliti terjun langsung kelapangan guna 

melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan data secara 

langsung dari obyek penelitian.
16

 

b. Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton 

Bandar Lampung mengenai partisipasi masyarakat terhadap pilpres 2019. 

Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk 

mengetahui partisipasi politik masyarakat di kelurahan Surabaya, 

kecamatan kedaton Bandar lampung. 

                                                             
14

 Ibid. 
15

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Edisi Kedua: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan 

Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007),  h. 150. 
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c. Data Sukender adalah data yang mendukung data primer yang bersumber 

dari buku-buku, jurnal, internet, artikel, majalah, makalah dan sumber-

sumber lain  yang  berkaitan dengan judul skripsi.
17

 

3. Pengumpulan Data  

a. Observasi 

Observasi adalah  salah satu teknik pengumpulan data yang tidak 

hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun 

juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi 

(situasi, kondisi). Teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku 

manusia, proses kerja, gejala alam dan dilakukan pada responden. 

b. Interview 

Interview adalah Tanya jawab secara lisan antara dua orang atau 

lebih berhadapan secara fisik yang dapat melihat muka yang dapat 

melihat muka yang lainnya dan mendengarkan telinganya sendiri 

suaranya.
18

 Sedangkan jenis Interview yang digunakan adalah Interview 

bebaster pimpin, Interviewer membawa kerang kapertanyaan-

pertanyaan untuk disajikan, tetapi bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu 

disajikan dan irama interview sama sekali diserahan kepada kebijakan 

(Interviewer).
19

 

Pengumpulan data yang penyusun peroleh dari responden untuk 

mengungkapkan partisipasi politik masyarakat terhadap pemilihan 

                                                             
17

 Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h. 

132. 
18

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 192. 
19

 Ibid. h. 207. 
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umum presiden 2019, di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton 

Bandar Lampung, maka responden yang diwawancarai dalam penelitian 

ini adalah pastisipasi politik masyarakat terhadap pemilihan umum 

presiden 2019. 

Interview ini digunakan sebagai metode utama di dalam penelitian 

ini, karena terdapat unsur penting untuk mendapatkan Informasi yang 

diperlukan sehingga data-data yang akurat dapat diperoleh, Metode ini 

digunakan untuk mencari informasi dan data-data yang berkaitan 

dengan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden 2019. 

c. Dokumentasi 

Dokumen adalah “mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan juga termasuk juga buku-buku 

tentang partisipasi politik, teori, dalil atau hukum-hukum dan 

sebagainya, yang berhubungan dengan masalah penyelidikan”.
20

 

Metode dokumentasi dijadikan sebagai metode pelengkap. Data yang 

akan digambarkan adalah data yang berkenaan dengan dokumen tertulis 

pelaksanaan di kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton Bandar 

lampung mengenai partisipasi politik masyarakat Kelurahan Surabaya 

terhadap pilpres 2019. Dalam kegiatan ini dokumentasi berperan 

sebagai alat kontrol data-data yang diperoleh melalui wawancara. 

 

 

                                                             
20

 Jalaludin Rahmat, Metodologi Penelitian Komunikasi, (Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 2000), h. 83. 
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4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterap 

kan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
21

 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah jumlah dari DPT yang 

terdaftar dipemilihan umum presiden 2019 di lingkungan III kelurahan 

Surabaya, kecamatankedaton Bandar lampung yang berjumlah 1913 

DPT. 

b. Sampel 

Tehnik sampling yang digunakan adalah teknik non random sampling 

yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama 

untuk ditugaskan menjadi anggota sampel.
22

Cara ini dianggap paling 

tepat untuk memilih anggota sampel sehingga keobjektifan hasil 

penelitian dapat terjamin. 

Sampel yang digunakan ialah Purposive Sampling, yaitu sampel 

tertentu yang dipandang memiliki sangkut paut dengan permasalahan 

yang diteliti.
23

 Sampel diambil tidak secara acak, melainkan ditentukan 

sendiri oleh peneliti dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 36 orang, dengan rincian. Satu ketua penyelenggara pemilu, 

                                                             
21

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&R, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 117. 
22

Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 

2009), h. 57.  
23

 Kontjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 

1981 ), h. 42. 
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dua tokoh masyarakat, satu tokoh Agama dua puluh dua masyarakat yang 

tidak ikut berpartisipasi, dan sepuluh orang yang berpartisipasi dalam 

pemilihan umum presiden di kelurahan Surabaya, kecamatan kedaton 

Bandar lampung. 

5. Pengola,ha,n Da,ta, 

Setela,h peneliti memperoleh da ,ta, ya,ng cukup untuk penulisa,n skripsi 

ini, ma,ka, sela,njutnya, penulis a,ka,n mela,kuka,n pengola,ha,n da,ta, denga,n 

mela,kuka,n bebera,pa, la,ngka,h seba,ga,i berikut ya,itu: 

a. Editing, ya ,itu pengeceka,n a,ta,u pengoreksia,n da,ta, ya,ng tela ,h di 

kumpulka,n, ka,rena, kemungkina ,n da,ta, ya,ng ma,suk a,ta,u terkumpul itu 

tida,k logis da,n mera,guka,n.
24

 

b. Koding, ya,itu mengkla,fika,sika,n ja,wa,ba,n-ja,wa,ba,n da,ri pa,da, responden 

keda,la,m ka,tegori-ka,tegori,
25

 a,ta,u memberika,n ca,ta,ta,n a,ta,u ta,nda, ya,ng 

menya,ta,ka,n sumber da,ta, a,ta,u uruta,n rumusa,n ma,sa,la,h. 

c. Rekontruksi da ,ta, (reconstructing), ya,itu menyusun ula,ng da,ta, seca,ra, 

tera,tur, beruruta,n da,n sistema,tis. 

d. Penyusuna,n a,ta,u sistema,tis da,ta, (contructing a,ta,u systema,tizing), ya,itu 

mengelompokka,n seca,ra, sistema,tis da,ta, ya,ng suda,h diedit da,n diberi 

ta,nda, menurut kla,sifika,si da,ta, da,n uruta,n ma,sa,la,h.
26

 

 

                                                             
24

 Susia,di, Metodologi Penelitia,n ,(Ba,nda,r La,mpung: Pusa,t Penelitia,n da,n 

Penerbita,n LP2M IA,IN La,mpung, 2015), h. 115. 
25

Ibid. 
26

 Abdulka,dir Muha,mma,d, Hukum da,n Penelitia,n Hukum, (Ba,ndung: Citra, A,ditya, 

Ba,kti, 2004) Cet ke-1, h. 9. 
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6. A,na,lisis Da,ta, 

Penulis mengguna,ka,n metode kua,lita,tif ya,itu “sua ,tu prosuder 

penelitia,n ya,ng mengha,biska,n da,ta, tertulis ma,upun lisa,n da,ri ora,ng-

ora,ng.
27

 Penelitia ,n ini bersifa,t deskriptif denga ,n tujua,n memberi ga ,mba,ra,n 

mengena,i situa,si ya,ng terja ,di denga,n mengguna,ka,n a,na,lisa, kua,lita,tif ya,ng 

bersifa,t Induktif ya ,itu sua,tu a,na,lisis berda ,sa,rka,n da,ta, ya,ng diperoleh. 

Denga,n demikia ,n da,pa,t disimpulka ,n ba,hwa, metode deskriptif a,da,la,h sua,tu 

bentuk menera ,ngka,n ha,sil penelitia,n ya,ng bersifa,t mema,mpa,rka,n sejela,s-

jela,snya, tenta,ng a,pa, ya,ng diperoleh dila,pa,nga,n denga,n ca,ra, peneliti 

melukiska,n, mema,pa,rka,n da,n menyusun sua ,tu kea,da,a,n seca,ra, sistema,tis 

sesua,i denga,n teori ya ,ng a,da, untuk menca,ri kesimpula,n da,la,m upa,ya, 

pemeca,ha,n ma,sa,la,h.
28

  

                                                             
27

 Joko Subgyo, Metode Penelitian dalm Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka, Cipta, 

2011),  h. 104. 
28

 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia, Indonesia,, 1998), h. 34. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PARTISIPASI POLITIK  

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

Kata Fiqh berasal dari kata faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, 

pengertian fiqh adalah ”paham yang mendalam”. Menurut istilah, fiqh 

adalah “Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat 

amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili). 

Berdasarkan definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya 

sungguh-sungguh dari para ulama mujtahidin untuk menggali hukum-

hukum syara‟ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga 

dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap 

hukum syara‟ tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai 

dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu 

sendiri. 

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping 

mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya 

(Ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia 

secara luas (Muamalah).
29

 

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, yang artinya mengatur, 

mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan 

                                                             
29

 Dr Muhammad iqbal, M.Ag, fiqh siyasah (Jakarta: prenad amedia group 2014)  hal. 3. 
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kebijaksanaan.
30

 Pengertian pembahasan ini mengisyaratkan bahwa tujuan 

Siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas 

sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. 

Secara Terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah 

adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara 

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.
31

 Sementara Louis 

Ma‟luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan 

manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan”.
32

 Adapun Ibn 

Manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin seuatu yang 

mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”
33

 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah 

bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang 

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam 

bernegara demi tercapainya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.  Dalam 

fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali ssumber-sumber hukum kaum 

Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat. 

2. Partisipasi Politik Menurut Fiqh Siyasah 

Yang dimaksudkan dengan partisipasi politik adalah keterlibatan 

individu atau organisasi politik dalam pengambilan keputusanyang terkait 

dengan kemaslahatan umum di institusi politik formal maupun informal, di 

                                                             
30

 Ibn  Manzhur, Lisan Al Arab, Juz 6 (Beirut: Dal al-Shadr, 1968), h. 108. 
31

 Abdul Wahhab khallaf, Al-Siyasah al-Syar‟iyyah, (Kairo: Darul-Anshar, 1977),  h. 4-5.  
32

 Ma‟luf, al-Munjid, h. 362. 
33

 Ibn Manzhur, Lisan al-Arab, Juz 6 h, 362. 
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tingkat nasional atau daerah beserta seluruh aktivitasnya seperti pemilihan 

umum, koalisi, dan aktivitas lainnya.Di antara manfaat yangdinginkan dari 

keberadaan politisi muslim di lembaga-lembaga kenegaraan adalah 

menyuarakan kebaikan dengan meminimalisir keputusan yang bertentangan 

dengan ajaran Islam dan memperbesar diberlakukannya keputusan yang 

memudahkan dakwah Islam berkembang
34

. 

Dalam pemerintahan Islam dikenal istilah syura yang berasal dari kata 

kerja syawara yusyawiru yang berarti menjelaskan, menyatakan atau 

mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari 

kata syawara adalah tasyawara, artinya berunding, saling bertukar 

pendapat. Syawir, yang artinya meminta pendapat atau musyawarah
35

. Jadi, 

syura atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau 

saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. Mayoritas 

ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan 

musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang 

pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah 

ditetapkan oleh nash-nash al-Qur‟an dan hadis-hadis nabawi. Oleh karena 

itu, musyawarah sangat lazim digunakan dan tidak ada alasan bagi seorang 

pun untuk meninggalkannya. Menurut Muhammad Abduh, secara 

fungsional musyawarah adalah untuk membicarakan kemaslahatan 

masyarakat dan masalah-masalah masa depan pemerintahan. Dengan 

musyawarah, rakyat menjadi terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan 

                                                             
34

 Ibnu Kencana Syafeiie, Ilmu Politik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) h. 242. 
35

 Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, h. 18. 
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mempraktekkannya, bukan mempraktekkan pendapat seorang kepala 

negara, sekalipun pendapatnya benar. Karena orang banyak yang 

bermusyawarah akan jauh dari melakukan kesalahan dari pada diserahkan 

kepada seseorang yang cenderung membawa bahaya bagi umat. Lebih jauh 

Abduh menjelaskan bahwa Allah SWT juga mewajibkan kepada para 

penguasa untuk membentuk lembaga musyawarah, sebab ia merupakan 

perbuatan terpuji di sisi Allah. Dalam Al-Qur‟an, ada dua ayat yang 

menyebutkan secara jelas mengenai musyawarah, dan setiap satu dari dua 

ayat tersebut mempunyai petunjuk masing-masing. Dua ayat yang 

menerangkan tentang musyawarah tersebut antara lain: Al-Qur‟an surat Ali-

Imran: 159 

ٕۡ كُُتَ فظًَّّا غَهيِظَ ٱنۡقهَۡبِ  نَ َٔ ِ نُِتَ نَٓىُۡۖۡ  ٍَ ٱللَّه تٖ يِّ ًَ ا زَحۡ ًَ فبَِ

نكَِۖۡ فَ  ٕۡ ٍۡ حَ ٕاْ يِ ِٔزْۡىُۡ فِي لَََفضَُّ شَا َٔ ٱسۡتغَۡفسِۡ نَٓىُۡ  َٔ ٓىُۡ  ُۡ ٱعۡفُ عَ

 ٍَ هيِ كِّ َٕ تَ ًُ َ يحُِبُّ ٱنۡ هٌ ٱللَّه ِِۚ إِ مۡ عَهىَ ٱللَّه كه َٕ ٱلۡۡيَۡسِۖۡ فئَذَِا عَزَيۡتَ فتََ

ٔ٥١  
Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku 

lemahlembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 

kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawarah-lah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 

kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkal-lah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya.“  (Q.S. Ali-Imran : 159). 

 

Menurut Fa,rid A,bdul Kha,liq, perinta ,h pa,da, a,ya,t di a ,ta,s, 

seka,lipunditujuka ,n kepa,da, Ra,sululla,h SA,W, teta,pi perinta,h itu juga, 

ditujuka,n kepa,da, pemimpin tertinggi nega ,ra, Isla,m di setia,p ma,sa, da,n 

tempa,t, ya,kni wa,jib mela,kuka,n musya,wa,ra,h denga,n ra,kya,t da,la,m sega,la, 
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perka,ra, umum da,n meneta,pka,n ha,k pa,rtisipa,si politik ba ,gi ra,kya,t di nega,ra, 

muslim seba ,ga,i sa,la,h sa,tu ha,k da,ri ha,k-ha,k A,lla,h ya,ng tida,k boleh 

dihila,ngka,n. Pela,ngga,ra,n pengua,sa, a,ta,s ha,k itu terma ,suk dia,nta,ra, 

kemungka,ra,n terbesa,r, ka,rena, begitu besa ,rnya, kerusa,ka,n da,n 

kemudha,ra,ta,n ya,ng dia,kiba,tka,n oleh sika ,p pela,ngga,ra,n itu terha,da,p 

ma,sya,ra,ka,t da,n nega,ra,.A,l-Qur‟a,n sura,t A,sy-Syura,: 38 

عۡهُٕوٖ  وٖ يه ٕۡ تِ يَ يقََٰ ًِ حَسَةُ نِ عَ ٱنسه ًِ   ٨٣فجَُ
 

Artinya: “La,lu dikumpulka,n A,hli-a,hli sihir pa,da, wa,ktu ya,ng diteta,pka,n 

diha,ri ya,ng ma,'lum.”  (Q.S. A,sy-Syura ,: 38). 

 

Mena,ngga,pi a,ya,t di a ,ta,s, Fa,rid A,bdul Kha,liq berpenda,pa,t ba,hwa, a,ya,t 

di a,ta,s menga,ndung penjela,sa,n tenta,ng sifa,t ra,kya,t ya,ng ba,ik, da,n 

menya,ta,ka,n ba,hwa, musya,wa,ra,h terma,suk dia,nta,ra, ciri kha,s da,n 

keistimewa ,a,nnya,. Jika, sura,t A,li-Imra,n: 159 menunjukka ,n ba,hwa, 

musya,wa,ra,h a,da,la,h sistem hukum da,la,m Isla,m, ma,ka, sura,t A,sy-Syura,: 38 

ini menunjukka ,n ba,hwa, musya,wa,ra,h a,da,la,h metode hidup. Ja,di, ka,ta, 

musya,wa,ra,h da,la,m rea,lita,nya, lebih lua,s ma,kna,nya, da,ri pa,da, ka,ta, 

demokra,si, seba,b demokra,si seringka,li ha,nya, da,la,m bentuk pa ,rlementer, 

seda,ngka,n musya,wa,ra,h a,da,la,h metode hidup da ,la,m setia,p lemba,ga, 

pemerinta,ha,n, mula,i da,ri pengua,sa, sa,mpa,i ra,kya,t bia,sa,. 

Berdasarkan penjela,sa,n di a,ta,s, terliha,t denga,n jela,s ba,hwa, 

musya,wa,ra,h memiliki keduduka,n ya,ng tinggi da,la,m Isla,m.Disa,mping 

merupa,ka,nbentuk perinta,h da,ri A,lla,h SWT, musya ,wa,ra,h pa,da, ha,kika,tnya, 

juga, dima,ksudka,n untuk mewujudka,n sebua,h ta,ta,na,n ma,sya,ra,ka,t ya,ng 
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demokra,tis. Denga ,n musya,wa,ra,h, setia,p ora,ng ya,ng ikut 

bermusya,wa,ra,ha,ka,n berusa,ha, mengemuka,ka,n penda,pa,t ya,ng ba,ik, 

sehingga, diperoleh penda ,pa,t ya,ng da,pa,t menyelesa ,ika,n ma,sa,la,h ya,ng 

diha,da,pi.Di sisi la ,in, pela,ksa,na,a,n musya,wa,ra,h juga, merupa,ka,n bentuk 

pengha,rga,a,n kepa,da, tokoh-tokoh da,n pa,ra, pemimpin ma ,sya,ra,ka,t, 

sehingga,mereka, da,pa,t berpa,rtisipa,si da,la,m berba,ga,i urusa,n da,n 

kepentinga ,n bersa,ma,. Ba,hka,n pela,ksa,na,a,n musya,wa,ra,h juga, merupa,ka,n 

bentuk pengha ,rga,a,n kepa,da, ha,k kebeba,sa,n da,la,m mengemuka,ka,n 

penda,pa,t, ha,k persa,ma,a,n, da,n ha,k memperoleh kea ,dila,n ba,gi setia ,p 

individu. 

3. Pa,nda,nga,n Pa,ra, Pemikir Isla,m mengena,i pa,rtisipa,si politik 

a,. Pa,nda,nga,n Pa,ra, Pemikir Isla,m di Indonesia , 

Menginga,t begitu pentingnya , konsep syura, da,la,m Isla,m 

terka,itdenga ,n pela,ksa,na,a,n demokra,si konstitusiona ,l di Indonesia,, ma,ka, 

pemikir-pemikir Isla ,m di Indonesia , pun mengemuka,ka,n ga,ga,sa,nnya, 

mengena,i konsep syura, a,ta,s pa,rtisipa,si politik ma,syra,ka,t seba,ga,i 

pela,ka,na,a,n demokra,si konstitusiona ,l di Indonesia ,. Pemikir-pemikir 

Isla,m tersebut berpenda,pa,t: 

1) Nurcholis Ma ,jid 

Menurut Nurcholis Ma ,jid, pa,da, da,sa,rnya, prinsip syura, 

(musya,wa,ra,h) tida,k a,ka,n berja,la,n produktif ta,npa, a,da,nya, kebeba,sa,n 

menya,ta,ka,n penda,pa,t, ya,ng da,la,m ta,ta,na,n modern kehidupa,n 

berma,sya,ra,ka,t da,n bernega,ra, dilemba,ga,ka,n a,nta,ra, la,in da,la,m 
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kebeba,sa,n a,ka,demik da,n kebeba,sa,n pers. Ta,pi prinsip musya ,wa,ra,h 

itu juga , a,ka,n dirusa,k oleh sika ,p-sika,p a,bsolutistic da,n keingina,n 

mendomina ,si wa,ca,na, ka,rena, tida,k a,da,nya, pera,sa,a,n cukup renda,h 

ha,ti untuk meliha ,t kemungkina,n ora,ng la,in bera,da, dipiha,k ya,ng lebih 

ba,ik a,ta,u lebih bena ,r. Musya,wa,ra,h ya,ng bena,r, a,da,la,h musya,wa,ra,h 

ya,ng terja ,di a,ta,s da,sa,r kebeba,sa,n da,n ta,nggung ja,wa,b kema,nusia,a,n. 

Sehingga, demokra,si, seba,ga,ima,na, di kehenda,ki oleh logika , 

musya,wa,ra,h itu sendiri, sena,ntia,sa, menuntut da,ri ma,sing-ma,sing 

piha,k ya,ng bersa,ngkuta,n untuk bersedia, denga,n tulus bertemu da,la,m 

titik kesa ,ma,a,n keba,ika,n ba,gi semua ,, da,la,m sema,nga,t memberi da ,n 

menga,mbil ya,ng dijiwa,i oleh pa,nda,nga,n kema,nusia,a,n ya,ng optimis 

da,n positif. Oleh ka,rena, itu pula,, demokra,si denga,n musya,wa,ra,h 

ya,ng bena,r seba,ga,i la,nda,sa,nnya, itu tida,k a,ka,n terwujud ta ,npa, 

pa,nda,nga,n persa,ma,a,n ma,nusia, a,ta,u ega,lita,ria,nisme ya,ng kua,t da,n 

a,ka,n ka,nda,s oleh a,da,nya, stra,tifika,si sosia,l ya,ng ka,ku da,n a,priori 

da,la,m sistem-sistem pa,terna,listik da ,n feoda,listik. 

2) A,mien Ra,is 

Menurut A,mien Ra,is, nega,ra, demokra,tis ha,rus diba,ngun da,n 

dikemba,ngka,n mela,lui meka,nisme musya ,wa,ra,h (syura,). Prinsip ini 

menenta,ng elitisme ya ,ng menga,njurka,n ba,hwa, ha,nya, pa,ra, pemimpin 

(elit) sa ,ja,-la,h ya,ng pa,ling ta,hu ca,ra, untuk mengurus da,n mengelola , 

nega,ra,, seda,ngka,n ra,kya,t tida,k lebih seba ,ga,i golonga ,n ya,ng ha,rus 

mengikuti kema ,ua,n elit. Lebih ja ,uh A,mien Ra,is mengura,ika,n ba,hwa, 
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musya,wa,ra,h merupa,ka,n pa,ga,r pencega,h ba,gi kemungkina ,n 

munculnya, penyelewenga ,n nega,ra, ke a,ra,h otorita,ria,nisme, 

despotisme, dikta ,torisme, da,n berba,ga,i sistem la,in ya,ng cenderung 

membunuh ha ,k-ha,k politik ra,kya,t. Musya,wa,ra,h a,ta,u meka,nisme 

penga,mbila,n keputusa,n mela,lui konsensus da ,n da,la,m ha,l-ha,l tertentu 

“bila, tida,k terca,pa,i sua,tu konsensus” bisa , dila,kuka,n denga,n voting, 

ya,ng merupa,ka,n sa,la,h sa,tu ma,nifesta,si da,n refleksi da,ri tega ,knya, 

prinsip keda,ula,ta,n ra,kya,t. Meskipun seca,ra, fa,ctua,l musya,wa,ra,h 

dila,kuka,n oleh sebua,h kelompok terba,ta,s, ha,l ini da,la,m sistem 

demokra,si modern teta ,p dia,ngga,p legitima,te da,n ba,hka,n ra,siona,l. 

Ka,rena, seca,ra, fa,ktua,l juga, tida,k mungkin meliba,tka,n seluruh wa,rga, 

nega,ra, da,la,m ska,la, ma,ssif untuk mela,kuka,n musya,wa,ra,h terbuka, 

da,n menga,mbil keputusa,n ya,ng berda,ya, ja,ngka,u na,siona,l. Seba,ga,i 

ra,siona,lisa,sinya,, kemudia ,n dibua,t lemba,ga, perwa,kila,n ra,kya,t 

(pa,rlemen) ya,ng a,nggota,-a,nggota,nya, dipilih oleh semua, wa,rga, 

nega,ra, seca,ra, beba,s, la,ngsung, jujur, da ,n a,dil. Institusi inila,h ya,ng 

a,ka,n bermusya,wa,ra,h untuk menga ,mbil sua ,tu keputusa ,n politik da,n 

ekonomi ya ,ng disesua ,ika,n denga,n a,spira,si da,n kebutuha,n ra,kya,t 

pa,da, kurun wa,ktu terba,ta,s da,n tertentu. Berpega ,ng pa,da, a,sumsi 

ba,hwa, musya,wa,ra,h merupa,ka,n sa,la,h sa,tu prinsip da,sa,r a,ja,ra,n Isla,m 

mengena,i penga,tura,n publik a,ta,u nega,ra,, A,mien Ra,is seca,ra, tega,s 

menola,k sistem a ,ta,u bentuk nega ,ra, kera,ja,a,n a,ta,u mona,rki, seperti 

Sa,udi A,ra,bia,. Menurutnya,, A,ra,b Sa,udi oleh ba ,nya,k ora,ng tela,h 
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disa,la,h pa,ha,mi seba ,ga,i penera,pa,n a,ja,ra,n Isla,m, pa,da,ha,l buka,n. 

Sistem kera,ja,a,n a,ta,u mona,rkhi dima,na, kekua,sa,a,n dipega,ng oleh ra ,ja, 

seca,ra, turun temurun sesungguhnya , tida,k memiliki tempa,t da,la,m 

a,ja,ra,n Isla,m. Sua,tu kera,ja,a,n ya,ng ra,ja,nya, ha,nya, merupa,ka,n figur 

simbolis, seda ,ng kekua,sa,a,n sebena,rnya, teta,p a,da, di ta,nga,n ra,kya,t 

seperti kera ,ja,a,n Inggris seka ,ra,ng ini, jela,s lebih bena,rka,n oleh Isla ,m. 

Denga,n ka,ta, la,in, kera,ja,a,n Inggris lebih Isla ,mi da,ri pa,da, kera,ja,a,n 

Sa,udi, seba,b ya,ng perta,ma, memberika,n keda,ula,ta,n kepa,da, ra,kya,t 

da,n pengua,sa, ya,ng sebena,rnya, ha,rus dipilih oleh ra,kya,t seca ,ra, 

periodik, seda ,ng ya,ng kedua, ra,ja, da,n pa,ngera,n a,da,la,h pemilik-

pemilik nega ,ra, seca,ra, turun-temurun da,n tida,k perlu berta,nggung 

ja,wa,b kepa,da, ra,kya,t 

3) A,bdurra,hma,n Wa,hid 

Menurut A,bdurra,hma,n Wa,hid, Isla,m merupa,ka,n a,ga,ma, 

demokra,si. Seba,b, perta,ma,, Isla,m a,da,la,h a,ga,ma, hukum, sehingga , 

semua, ora,ng diperla,kuka,n sa,ma,. Kedua,, Isla,m memiliki a ,sa,s 

musya,wa,ra,h (syura,) untuk menya ,tuka,n berba,ga,i keingina,n da,n 

kehenda,k da,la,m ma,sya,ra,ka,t, da,n syura, merupa,ka,n ca,ra, ya,ng efektif. 

Ketiga,, Isla,m sela ,lu berpa,nda,nga,n untuk memperba,iki kehidupa,n 

(ma,sa,lih uma,t). Keempa,t, demokra,si sena,ntia,sa, mengedepa,nka,n 

prinsip-prinsip kea ,dila,n. A,ka,n teta,pi, Gus Dur menola ,k jika, pera,n 

ya,ng ha,rus dima,inka,n da,ri idea,lisa,si a,ga,ma, seba,ga,i a,lterna,tif sa,tu-

sa,tunya, piliha,n ba,gi upa,ya, demokra,tisa,si. Gusdur, ka,wa,tir jika, Isla,m 
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ditempa ,tka,n seba,ga,i sa,tusa,tunya, a,lterna,tif, justru a,ka,n kehila,nga,n 

releva,nsinya,. Menurutnya,, demokra,tisa,si ha,rus dimula,i da,ri 

pemberda,ya,a,n politik ra,kya,t. Da,la,m proses ini semua, unsur 

ma,sya,ra,ka,t ha,rus diliba,tka,n ta,npa, mengena,l golonga ,n. Da,n ya,ng 

terpenting ma ,sya,ra,ka,t ha,rus memula,i untuk berdemokra,si. Da,n itula,h 

ha,kika,t da,ri demokra,tisa,si menurut Gus Dur Pa ,rtisipa,si politik da ,la,m 

konsep Isla,mi a,da,la,h merupa,ka,n sua,tu pemberia ,n a,ma,na,t terha,da,p 

ca,lon ya,ng diperca,ya,, ya,ng sesua,i denga,n nila,i-nila,i Isla,mi. Seperti 

dijela,ska,n A,lla,h da,la,m sura,t A,n-Nisa, a,ya,t 58 ya,ng berbunyi: 

لََ  َٔ  ِ ٌَ بٱِللَّه لََ يؤُۡيُُِٕ َٔ نَٓىُۡ زِئاَءَٓ ٱنُهاسِ  ََٰٕ ٌَ أيَۡ ٍَ يُُفقُِٕ ٱنهرِي َٔ
ا  ُٗ ا فسََاءَٓ قسَِي ُٗ ٍُ نَُّۥ قسَِي يۡطََٰ ٍِ ٱنشه يٍَ يكَُ َٔ يِٱلۡۡٓخِسِِۗ  ٕۡ  ٨٣بٱِنۡيَ

 

Artinya: “sesungguhnya, A,lla,h tela,h memerinta,hka,n ka,mu untuk 

memberika,nkeperca,ya,a,n kepa,da, mereka, ya,ng diperca,ya, untuk 

mela,ksa,na,ka,n a,ma,na,ttersebut.”  (Q.S. A,n-Nisa, : 58). 

 

Berda,sa,rka,n a,ya,t di a,ta,s dijela,ska,n ba,hwa, A,lla,h tela,h 

memerinta,hka,n kepa,da, ma,nusia, untuk berpera,n a,ktif da,la,m 

kehidupa,n politik. Denga ,n demikia,n semua , ma,sya,ra,ka,t ya,ng 

berkepentinga ,n ha,rus berpa,rtisipa,si politikba,ik seca,ra, la,ngsung a,ta,u 

mema,lui wa,kil-wa,kil ya,ng diperca ,ya, untuk menuju pemimpin ya ,ng 

ma,mpu menja,la,nka,n a,ma,na,t ra,kya,t da,n sesua,i denga,n perinta,h 

A,lla,h da,n Ra,sul-Nya,. Politik Isla ,m a,da,la,h a,ktivita ,s politik seba ,ga,i 

uma,t Isla,m ya,ng menja,dika,n Isla,m seba,ga,i a,cua,n nila,i da,n ba,sis 
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solida,rita,s kelompok. Pendukung perpolitika ,n ini belum tentu seluruh 

uma,t Isla,m ( pemeluk a ,ga,ma, Isla,m).
36

 

Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan 

dan negara yang melahirkan sikap dan prilaku politik serta budaya 

politik yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Sikap dan perilaku 

serta budaya politik yangmemakai kata sifat Islam. Menurut Taufik 

Abdullah “bermula dari suatu keprihatinan moral dan doktrin terhadap 

keutuhan komunikasi spriritual Islam”.
37

 Nilai-nilai utama dalam 

kehidupan politik yang harus ditegakan dalam sebuah Negara yang 

baik yaitu: 

a) Nilai keadilan 

Nilai keadilan adalah “tidak berpihak” dan pada dasarnya 

seseorang yang adil harus berpihak yang benar. Dalam surat An-

Nisa ayat 58 yang berbunyi: 

تىُ  ًۡ إذَِا حَكَ ٕاْ بٱِنۡعَدۡلِِۚ َٔ ًُ ٍَ ٱنُهاسِ أٌَ تحَۡكُ  ) ٥٣  (بيَۡ

Artinya: “…dan apabila kamu memutuskan perkara diantara 

manusia maka hendaklah engkau memutuskan dengan adil.” 

(Q.S. An-Nisa : 58). 
Berdasarkan ayat di atas prinsip keadilan merupakan suatu 

nilaikebaikan seseorang penguasa, dimana harus bertindak 

adilterhadaprakyatnya sesuai dengan garis-garis besar haluan 

Islam (GBHI). Apabila seseorang penguasa keluar dari jalur 

                                                             
36

 M. Din Sya,msuddin, Etika, A,ga,ma, Da,la,m Memba,ngun Ma,sya,ra,ka,t Ma,da,ni, 

(Ja,ka,rta,: Logos,Wa,ca,na, Ilmu, 2012), h.3 
37
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keadilan, maka harus disingkirkan dari kursinya dan dilarang 

mentaati printahnya 

b) Nilai Kejujuran 

Dalam terminologi Islam kata jujur adalah sidiq yaitu salah 

satusifat Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Ahzab ayat 70 

dinyatakan bahwa: 

لَٗ سَدِيدٗا  ٕۡ قُٕنُٕاْ قَ َٔ٠ٓ  
Artinya: “...dan katakanlah perkataan yang benar.” (Q.S. Al-

Ahzab : 70). 

 

Berdasarkan ayat di atas, kejujuran menjadi pangkal hidup 

yang baik karena kejujuran mencegah prilaku menyimpang. 

Kejujuran harus menjadi pedoman perilaku baik yang memerintah 

maupun yang diperintah untuk menuju hidup yang baik. Tanpa 

kejujuran, maka proses politik tidak akan menghasilkan 

pemecahan masalah yang sesungguhnya karena terdapat masalah-

masalah yang tetap tersembunyi dan motif-motif yang juga 

tersembunyi. Kehidupan politik yang baik harus didasarkan atas 

nilai kejujuran semua pihak
38

. 

c) Nilai Kebebasan 

Setiap masyarakat pada setiap massa memiliki kondisi yang 

khas, sehingga masing-masing pandangan dan jalan yang 
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berbeda-beda. Hakikat ini merupakan salah satu kandungan 

makna firman Allah SWT dalam suratAl-Maidah ayat 48 : 

 

  ٨٣ُكُىۡ شِسۡعَتٗ ِۚۚ نكُِمّٖ جَعَهُۡاَ يِ 
Artinya: “…setiap manusia (masyarakat) diantara kamu, kami 

berikan aturan dan jalan yang terang.”  (Q.S. Al-Maidah : 48). 

 

Berdasarkan ayat di atas dalam Islam menjamin kemerdekaan 

dan kebebasan tiap warga negara untuk berfikir, berbicara dan 

berpendapat tidak dilarang selama selaras dengan tuntunan Al-

Quran dan Sunnah
39

. 

d) Nilai Kesederhanaan 

Kesederhanaan bukan berarti kemelaratan tetapi hidup sesuai 

dengan hasil kerja yang diperoleh dari usaha yang dilakukan. 

Nilai-nilaiyang luhur harus diterapkan dalam kehidupan politik. 

Masyarakat Indonesia dengan penerapan nilai Islami pada 

kehidupan politik masyarakat, Akan mengubah pola pikir, dan 

tingkah laku individu atau masyarakat tersebut.
40

 Al-Quran 

memberikan tuntunan pada masyarakat: 

إذَِآ إِ  َٔ ىِۡۗ  ِٓ وٍ حَتهىَٰ يغَُيِّسُٔاْ يَا بأََِفسُِ ٕۡ َ لََ يغَُيِّسُ يَا بقَِ هٌ ٱللَّه

ٍ دَُٔۦِِّ يٍِ  يَا نَٓىُ يِّ َٔ ءٗا فلَََ يَسَده نَُِّۥۚ  ٕٓ وٖ سُ ٕۡ ُ بقَِ أزََادَ ٱللَّه

الٍ  َٔٔٔ  
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Artinya: “…sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang 

terdapat pada suatu kaum (masyarakat) sehingga mereka 

mengubah apa yang terdapat pada mereka.” (Q.S. Ar-Rad : 11). 

 

Berdasarkan ayat di atas jelaslah bahwa dalam suatu 

masyarakat atau pemerintah itu tergantung pada sikap mental 

pelakunya, masyarakatpun dituntut untuk mengambil bagian 

dalam kehidupan politik. Untuk mengubah tatanan kehidupan 

masyarakat. Partisipasi politik yang disalurkan merupakan suatu 

prinsip etis yang mengharuskan bahwa proses politik dalam 

masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi public untuk 

menuju masyarakat madani. Seorang muslim wajib 

memperkenankan dan taat pada pemerintah yang berlaku dalam 

kehidupan taat kepada perintah atau aturan-aturan yang berlaku 

dalam suatu pemerintah merupakan suatu bentuk usaha dukungan 

atau dengan kata lain ikut berpartisipasi.41 

Dalam konteks ini Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-

Nisa ayat 59 yang berbunyi: 

نيِ  ْٔ أُ َٔ سُٕلَ  أطَِيعُٕاْ ٱنسه َٔ  َ اْ أطَِيعُٕاْ ٱللَّه ٕٓ ٍَ ءَايَُُ اَٱنهرِي ٓأيَُّٓ يََٰ

 ِ ُِٔ إنِىَ ٱللَّه زَعۡتىُۡ فيِ شَيۡءٖ فسَُدُّ ٱلۡۡيَۡسِ يُِكُىۡۖۡ فئٌَِ تَََُٰ

نكَِ  يِٱلۡۡٓخِسِِۚ ذََٰ ٕۡ ٱنۡيَ َٔ  ِ ٌَ بٱِللَّه سُٕلِ إٌِ كُُتىُۡ تؤُۡيُُِٕ ٱنسه َٔ
 ٍُ أحَۡسَ َٔ ِٔيلًَّ  خَيۡسٞ    ٥١تأَۡ

 
Artinya: “hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, dan 

taatlah kepada Rasul dan Ulil amri diantara kamu. Kemudian 

jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar 
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beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”  (Q.S. An-Nisa : 

59). 

 

Berdasarkan ayat diatas kepatuhan terhadap pemimpin 

merupakan suatu kepatuhan terhadap suatu pemerintah yang 

berjalan. Pemimpin yangharus ditaati adalah pemimpin yang 

bertakwa kepada Allah SWT danRasulullah SAW, serta 

konsekuen melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dan 

menjauhi larangannya. Artinya ia memiliki integritas kepribadian, 

soleh pribadi, soleh sosial dan bertanggung jawab. 

b. Golput Menurut Fiqh Siyasah 

Memilih dalam pemilu merupakan hak warga negara. Sebagai hak, 

maka hukum dasar penggunannya adalah mubah, hal ini sejalan dengan 

kaidah umum dalam fiqh muamalah: “pada dasarnya segala sesuatu itu 

adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukan keharamannya”
42

 

Hukum asal menggunakan hak pilih adalah mubah, dalam arti boleh 

digunakan dan boleh juga digunakan. Dengan demikian, golput dalam 

pengertian tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu hukum asalnya 

adalah boleh. Sebagaimana halnya hukum asal makan adalah mubah, 

namun hukumnya bergeser wajib, haram, sunah, atau makruh tergantung 

konteks yang melingkupinya. Makan bisa menjadi wajib apabila tanpa 

makan seseorang akan mengalami sakit yang mengancam jiwanya, 
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makan diharamkan bagi seseorang yang berpuasa. Dalam hal ini berlaku 

kaidah: “Penetapan hukum tergantung pada ada-tidaknya „illat”
43

 

Seiring dengan definisi dan jenis serta motivasi tindakan golput, 

maka hukum golput bersifat situasional, sesuai dengan, sesuai dengan 

situasi yang melatar belakangi tindakan golput tersebut. Dalam kajian 

fiqih, sangat sangat dimungkinkan berubahnya hukum sebagai akibat dari 

perubahan situasi dan kondisi, “Tidak diingkari adanya perubahan hukum 

sebab adanya perubahan waktu dan tempat”
44

 

Pada pemerintahan yang otoriter dan despotik, dimana pelaksanaan 

pemilu hanya bersifat artifisial erta simbolik semata, maka pelaksanaan 

golput sebagai protes dan pengingkaran atas perilaku penguasa yang 

despotik dapat dihukumi sunnah dan di anjurkan. Hal ini jika upaya 

perbaikan sistem tidak dilakukan kecuali dengan jlan golput. Bentuk 

pengingkaran terhadap kekuasaan yang korup melalui jalan golput adalah 

katagori minimal, sebagaimana sabda Nabi SAW: “Barang siapa 

diantara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan, jika 

tidak mampu maka ubahlah dengan lisan, jika tidak mampu juga maka 

ubahlah dengan hati (doa), yang demikian adalah iman yang paling 

lemah”
45
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 A. Djazuli Ibid, hal. 15. 
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 Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslim: Beirut: Dar al-Ihya‟ al-

Turat al-Araby, juz 1, hal. 69. 
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Denga,n demikia,n, jika, dimungkinka,n peruba,ha,n kekua,sa,a,n 

despotik mela ,lui pemilu, ma,ka, pa,rtisipa,si da,la,m pemilu seba ,ga,i ikhtia,r 

untuk ta,ghiya,r a,l-munka,r hukumnya, wa,jib. 

Berbica,ra, tenta,ng golput, tida,k lepa,s berbica,ra, tenta,ng pemilu. 

Ba,hwa, pemilu merupa,ka,n proses meka ,nisme untuk memilih pemimpin. 

Da,la,m perspektif fiqh siya ,sa,h dijela,ska,n ba,hwa, kebera,da,a,n nega,ra, da,n 

penga,ngka,ta,n pemimpin merupa ,ka,n sesua,tu ya,ng sa,nga,t penting ya ,ng 

terma,suk kewa,jiba,n a,ga,ma, da,n demi menja,ga, keberla,ngsunga,n 

kehidupa,n ma,nusia,. A,pa,la,gi da,la,m rea,lita,s kehidupa,n seka,ra,ng 

kebera,da,a,n nega,ra, merupa,ka,n ha,l ya,ng tida,k da,pa,t ditingga,lka,n. 

Isla,m mensya,ra,tka,n pentingnya , sebua,h nega,ra, a,ta,u kekua,sa,a,n da,n 

kebera,da,a,n seora,ng pemimpin. Mekipun tida,k a,da, na,sh a,ta,u da,lil ya,ng 

jela,s memerinta ,h untuk mendirika,n sebua,h nega,ra, da,n meka,nisme 

pemiliha,n pemimpin, teta ,pi kewa,jiba,n tersebut dida ,sa,rka,n pa,da, prinsip-

prinsip sumber a,ja,ra,n Isla,m ya,kni a,l-Qur‟a,n, sunna,h a,ta,u ha,dits na,bi, 

ijma,‟, qiya,s da,n la,in seba,ga,inya,. 

Menurut jumhur ula ,ma, ba,hwa, membentuk nega ,ra,, 

menyelengga ,ra,ka,n pemerinta,ha,n, da,n menga,ngka,t kepa,la, nega,ra, 

a,da,la,h wa,jib, denga ,n ka,tegori wa,jib kifa,ya,h. Seba,ga,ima,na, penda,pa,t 

Ima,m a,l-Ma,wa,rdi, ya,ng menyebutka ,n ba,hwa, ima,ma,h diwujudka,n 

untuk mengga ,nti kena ,bia,n da,la,m menja ,ga, a,ga,ma, da,n menga,tur dunia,. 
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Penda,pa,t ini jela,s-jela,s menunjuka,n ba,hwa, institusi ima,ma,h (nega,ra, 

da,la,m istila ,h seka,ra,ng) merupa,ka,n kewa,jiba,n.
46

 

Begitu pula, penda,pa,t Ima,m a,l-Gha,za,li, ya,ng menga,ngga,p ba,hwa, 

keduduka,n politik setingka ,t diba,wa,h kena,bia,n da,n menya,ta,ka,n ba,hwa, 

a,ga,ma, a,da,la,h da,sa,r, da,n pemerinta,h a,da,la,h penja,ga,nya,, a,ta,u penda,pa,t 

Ta,imiyya,h, ya,ng menega ,ska,n ba,hwa, kekua,sa,a,n politik (nega ,ra,) ba,gi 

kehidupa,n ma,sya,ra,ka,t merupa,ka,n sa,la,h sa,tu kewa,jiba,n penting a ,ga,ma,, 

ba,hka,n a,ga,ma, tida,k a,ka,n tega,k ba,hka,n a,ga,ma, tida,k a,ka,n tega,k ta,npa, 

topa,nga,n nega,ra,, a,ta,u da,la,m ungka,pa,n la,in, memimpin da,n 

mengenda,lika,n ra,kya,t a,da,la,h kewa,jiba,n a,sa,si da,la,m a,ga,ma,. Ba,hka,n 

iqa,ma,tuddin tida,k mungkin direa ,lisa,sika,n kecua,li denga,n a,da,nya, 

kepemimpina,n. Ma,ka, wa,jib untuk membentuk sebua,h ima,ma,hda,la,m 

ra,ngka, rea,lisa,si spiritua,l da,n mendeka ,tka,n diri kepa,da, A,lla,h, Yusuf 

Musa, menega,ska,n ba,hwa, penga,ngka,ta,n ima,m ba,gi ka,um muslimin 

merupa,ka,n tujua,n terpenting da ,la,m Isla,m, sehingga , seca,ra, sya,ria,t 

a,da,la,h merupa,ka,n kewa,jiba,n kea,ga,ma,a,n.
47

 

Menurut kalangan ula,ma,, kewa,jiba,n membentuk nega ,ra, da,n 

mengka,t ima,m ini dida,sa,rka,n pa,da, bebera,pa, a,la,sa,n ya,itu; perta,ma,, 

khila,fa,h a,ta,u ima,ma,h a,da,la,h sunna,h fi‟iyya,h seba,ga,ima,na, ya,ng tela ,h 

dicontohka,n oleh Ra,sululla,h ketika , tingga,l di ma,dina,h da,n menja,di 

kepa,la, nega,ra,. Ka,um muslimin wa,jib menega ,kka,n da,n menga,ma,lka,n 
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sunna,h seja,la,n denga,n perinta,h A,lla,h untuk menta,a,ti Ra,sululla,h 

seba,ga,ima,na, terma,ktub da,la,m QS;4;59 da,n 64, QS;59;7, QS;33;36. 

Kedua,, ijma,‟ a,ta,u kesepa,ka,ta,n, seba,ga,ima,na, ditunjuka,n pa,ra, 

sa,ha,ba,t  sepeningga ,l Ra,sululla,h. Mereka, bermusya,wa,ra,h di Tsa,fiqa,h 

Ba,ni Sa,‟ida,h untuk memilih sia,pa, pengga,nti Na,bi da,la,m keduduka,nnya, 

seba,ga,i pemimpin ma ,sya,ra,ka,t Isla,m. Da,la,m ha,l ini Ibnu Kha ,ldun 

menulis, ja,ba,ta,n ima,m wa,jib hukumnya ,, dima,na, hukum wa,jibnya, 

da,la,m sya,ra,‟ diteta,pka,n mela,lui ijma ,‟ pa,ra, sa,ha,ba,t da,n ta,bi‟in, seba,b 

seiring denga ,n wa,fa,tnya, Ra,sululla,h pa,ra, sa,ha,ba,t segera , memba,ia,t A,bu 

Ba,kr a,s-shiddik la,lu menyera ,hka,n persoa,la,n mereka, kepa,da,nya,. 

Demikia,n pula, ha,lnya, ya,ng terja,di pa,da, ma,sa,-ma,sa, sesuda,hnya,. Tida,k 

perna,h ba,ra,ng sedikitpun uma ,t dibia,rka,n ka,ca,u ta,npa, pemimpin. 

Teketeta,pa,n ya,ng di a,mbil mela ,lui ijma ,‟ ini membuktika,n wa,jibnya, 

fungsi seora,ng ima,m. 

Ketiga,, menghinda,ri ba,ha,ya, a,na,rki a,ta,u mencega,h mudha,ra,t 

keka,ca,ua,n. Menurut A,bu Ya,‟la,, a,ka,n muncul benca ,na, bila, tida,k a,da, 

pemimpinya ,ng mela,ka,sa,na,ka,n urusa,n uma,t. A,l-A,nsha,ri mena,mpilka,n 

sillogisme denga,n a,lur a,poditik a,ta,u deduksi da ,la,m mendukung 

a,rgumen ini, ya ,kni (a,) tida,k a,da, pemimpin ya,ng menga ,ra,h kepa,da, 

terja,dinya, a,na,rki (muqa,ddima,h ula,), (b) menola,k a,na,rki, wa,jib menurut 

sya,ra,‟ (muqa,ddima,h tsa,niya,h), (c) a,na,rki tida,k bisa, ditola,k kecua,li 

denga,n a,da,nya, pemimpin (muqa,ddima,h tsa,litsa,h); da,n na,tidja,h a,ta,u 

konklusinya, a,da,la,h (d) menga,ngka,t pemimpin a,da,la,h wa,jib. Yusuf 
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Musa, menga,ta,ka,n, penga,ngka,ta,n ima,m a,da,la,h untuk menghinda,ri 

ba,ha,ya, ya,ng diperkira ,ka,n a,ka,n terja,di, seda,ngka,n menghila ,ngka,n 

ba,ha,ya, ini menurut a ,ga,ma, wa,jib. 

Keempa,t, mela,ksa,na,ka,n berba,ga,i kewa,jiba,n da,n mewujudka ,n 

kea,dila,n ya,ng sempurna,. Muha,mma,d Muba,ra,k menyebutka ,n, da,la,m 

A,l-Qura,n terda,pa,t kewa,jiba,n ya,ng tida,k terba,ya,ngka,n pela,ksa,na,a,nnya, 

ta,npa, keha,dira,n pemerinta,h seperti hukuma ,n ha,d ba,gi pembunuh 

(qisha,s), potong ta,nga,n ba,gi pencuri, hukuma ,n ba,gi pembua,t ona,r di 

muka, umum da,n la,in-la,in.
48

 

Menilik pa,da, tujua,n dila,ksa,na,ka,nnya, pemilu a,da,la,h untuk memilih 

pemimpin nega ,ra, da,n wa,kil ra,kya,t ya,ng a,ka,n memperjua ,ngka,n 

kepentinga ,n ma,sya,ra,ka,t, ma,ka, pemilu menja,di ha,l ya,ng sa,nga,t urgen. 

Ka,rena, pela,ksa,na,a,n pemilu terka ,it denga,n sa,ngkut pa,ut penega,ka,n 

kekua,sa,a,n („a,qd a,l-ima,ma,h), ma,ka, hukumnya, menja,di wa,jib. Ta,npa, 

mela,lui ja,la,n pemilu, kekusa ,a,n tida,k bisa, ditega,kka,n. A,khirnya, nega,ra, 

ta,npa, kekua,sa,a,n (pemerinta,h) a,ka,n menimbulka,n a,na,rkisme. Pemilu 

a,da,la,h sua,tu  proses untuk menega ,ka,n kekua,sa,n nega,ra,. Ma,ka, wa,jib 

hukumnya, ba,gi wa,rga, nega,ra, untuk terliha ,t dida,la,mnya,. Denga,n 

demikia,n ma,ka, pemilu menja,di wa,jib ka,rena, ia, menja,di sa,ra,na, untuk 

menega,ka,n ha,l ya,ng wa,jib, ya,kni pemiliha,n pemimpin, seba ,ga,ima,na, 

ka,ida,h fiqh: “Apabila suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan secara 
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sempurna tanpa adanya sesuatu yang lain, maka pelaksanaan sesuatu 

yang lain tersebut juga wajib”.
49

 

4. Pemilihan pemimpin dalam fiqh siyasah 

a. Pengangkatan Imamah 

Imamah (kepemimpinan) bertugas sebagai pengganti dalam 

melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup hidup. 

Berdasarkan ijma‟ ulama bahwa mengangkat seseorang yang memiliki 

kredibilitas dalam menjalankan tugas imamah (kepemimpinan) 

dikalangan umat ini adalah wajib meskipun imam al-Asham tidak 

ependapat dengan mereka
50

. Hanya saja terjadi silang pendapat diantara 

mereka mengenai ststus kewajiban tersebut, apakah berdasarkan akal 

atau syariat
51

. sekelompok ulama berpendapat bahwa status wajibnya 

mengangkat imamah (kepemimpinan) adalah berdasrkan akal 

karenaorang yang memiliki akal sehat akan tunduk kepada seorang 

imam (khalifah) yang mencegah merka dari kezaliman dan 

menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan. Anadaikan tidak 

ada imam (khalifah), tentu hidup mereka diliputi tindakan anarkis
52

 dan 

amoral yang tidak bermartabat. 
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Sekelompok ulama lain berkata
53

 bahwa status wajibnya 

mengangkat imamah (kepemimpinan) itu berdasarkan syariat, bukan 

berdasarkan akal. Pasalnya, seorang imam (khalifah) berkewjiban 

mengawal urusan-urusan agama meskipun akal tidak menganggap 

bahwa mengangkat imam (kepemimpinan) itu tidak wajib. 

Allah mewajibkan kita untuk menaati ulil amri di antara kita dan 

mereka adalah para imam (khalifah) yang mengatur urusan kita. Hisyam 

bin Urwah dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW 

bersabda:  

“akan datang kepada kalian sepeninggalanku nanti para pemimpin. 

Ketika itu, pemimpin yang baik akan datang kepada kalian dengan 

kebaikannya dan pemimpin yang jahat akan datang dengan 

kejahatannya. Oleh karena itu. Oleh karena itu, dengarkanlah mereka 

dan taatilah apa saja yang sesuai kebenaran. Jika mereka berbuat baik, 

kebaikan tersebut akan menjadi milik kalian dan mereka. Namun, bila 

mereka berbuat jahat, kebaikan akan menjadi milik kalian dan 

kecelakaan akan menimpa mereka.”
54

 

b. Status wajibnya mengangkat Imamah (Kepemimpinan) 

Apabila telah disepakati bahwa mengangkat imamah hukumnya 

wajib, status wajibnya adalah fardhu kifayah seperti wajibnya berjihad 

dan mencari ilmu. Artinya, jika seseorang yang kapabel telah diangkat 

menjadi imam (khalifah), gugurlah kewajiban mengangkat imam bagi 

yang lain sebab status wajibnya adalah fardhu khifayah.
55

 Namun jika 
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tidak ada seorangpun yang di angkat sebagai imam (khalifah), hal itu 

mengharuskan dibentuk dua kelompok: 

Pertama, kelompok pemilih yang bertugas memilih imam 

(khalifah) untuk umat. Kedua, kelompok imamah (kepemimpinan) yang 

berrtugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai  imam 

(khalifah). 

Bagi selain dua kelompok di atas, tidaklah berdosa jika 

pengangkatan imamah (kepemimpinan) ditangguhkan. Jika kedua 

kelompok di atas mendapat keistimewaan daripada yang lain untuk 

mengangkat imam (khalifah), keduanya wajib memenuhi syarat-syarat 

yang mu‟tabar (legal). 

c. Syarat-syarat kelompok pemilih 

Syarat-syarat legal untuk kelompok pemilih ada tiga yaitu: 

1) Adil berikut syarat-syarat yang menyertainya. 

2) Memiliki pengetahuan yang dapat mengantarkannya mampu 

mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai Imam (khalifah) 

seuai dengan syarat-syarat yang legal. 

3) Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu 

memilih orang yang paling layak diangkat menjadi  imam 

(khalifah) dan paling tepat serta paling arif dalam mengetahui 

berbagai kepentingan. 

Orang yang tinggal sedaerah dengan imam (khalifah) tidak 

memiliki kelebihan apapun atas orang yang tinggal di daerah lain. 
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Hanya saja, orang yang tinggal
56

dengan imam (khalifah) secara 

otomatis bertugas mengangkat imam (khalifah) seuai dengan tradisi 

yang berlaku dan bukan berdasarkan syariat. Pasalnya, merekalah 

yang lebih dahulu mengetahui wafatnya imam (khalifah) dan 

notabene orang yang layak diangkat sebagai imam (khalifah) 

adalah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. 

d. Syarat-syarat kelompok imamah (kepemimpinan) 

Adapun syarat-syarat legal bagi kelompok imamah (kepimpinan) ada 

tujuh yaitu: 

1) Adil berikut syarat-syaratnya yang menyeluruh 

2) Memiliki kemampuan yang membuatnya mampu berijtihad di 

dalam berbagai kasus dan hukum. 

3) Memiliki pancaindra yang sehat, baik telinga, mata, maupun 

sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang 

diketahinya. 

4) Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang 

dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan 

cepat. 

5) Memiliki gagasan
57

 yang membuatnya mampu memimpin rakyat 

dan mengurusi berbagai kepentingan. 

6) Memiliki keberanian dan sifat ksatria yang membuatnya mampu 

melindungi negara dan melawan musuh. 
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7) Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan 

ijma‟. 

Tidak perlu mengindahkan pendapat Dhirar
58

 yang cenderung 

nyeleneh dan membolehkan mengangkat imam dari suku mana saja. 

Pasalnya, pada peristiwa Saqifah, Abu Bakar pernah menolak pilihan 

orang orang Anshar yang membaiat Sa‟ad bin Ubaidah untuk dijadikan 

Imam (khalifah) dengan mengajukan hujah berupa sabda Nabi: “para 

pemimpin harus berasal dari suku Quraisy”.
59

Akhirnya orang-orang 

Anshar mengurungkan niatnya dan mundur dari pengangkatan 

pemimpin seraya berkata “(jika demikian), pengangkatan amir 

(pemimpin) saja dari kami dan dari kalian”. 

Mereka memilih sikap seperti itu demi mentaati riwayat yang 

disampaikan oleh Abu Bakar dan membenarkan informasinya. Mereka 

rela dengan ucapan Abu Bakar, “Para pemimpin dari kami, sedangkan 

wizara (para pembantu tugas) dari kalian”. Nabi SAW bersabda 

“Dahulukanlah orang-orang Quraisy dan janganlah kalian 

mendahuluinya.”
60

 Berdasarkan nash yang shahih ini, tidak ada syubhat 

dan pendapatorang yang menyelisihinya. 

e. Tata cara pengangkatan Imam (khalifah) 

Pengangkatan imamah (kepemimpinan) dapat dilakukan dengan 

dua cara; pertama, pemilihan oleh ahlul „aqdi wal hal, kedua, 

penunjukan oleh imam (khalifah) sebelumnya. Mengenai pemilihan 
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oleh ahlul „aqdi wal hal, para ulama berbeda pendapat terkait jumlah 

anggota ahlul „aqdi wal hal untuk mengangkat imam (khalifah). 

Sekelompok ulama berpendapat bahwa pengangkatan imamah 

(kepemimpinan) tidak sah kecuali dihadiri oleh seluruh anggota ahlul 

„aqdi wal haldari semua daerah supaya imam (khalifah) yang mereka 

angkat diterima oleh semua pihak dan mereka semua tunduk terhadap 

kepemimpinannya. Pendapat ini disandarkan pada pengangkatan Abu 

Bakar sebagai imam  (khalifah) yang dipilih oleh orang-orang yang 

menghadiri pembaitannya,
61

 tanpa menunggu orang-orang yang belum 

datang. Begitu juga di dalam pengangkatan dewan syura, yang 

dilakukan tanpa menunggu kedatangan orang hadir. 

Sekelompok ulama lain berpendapat bahwa jumlah minimal 

anggota ahlul „aqdi wal halyang dianggap sah mengangkat imam 

(khalifah) adalah lima orang. caranya, mereka bersepakat untuk 

mengangkat imam (khalifah) atau salah seorang di antara mereka 

diangkat sebagai imam (khalifah) atas persetujuan dari empat orang 

lainnya. Kelompok ini berhujah dengan dua alasan: 

1) Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah dilakukan oleh lima 

orang yang bersepakat untuk membaiatnya kemudian diikuti oleh 

lima orang lain yang juga turut membaiatnya.
62

 Kelima orang lain 

tersebut adalah Umar bin Khathab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Usaid 

bin Hudhair, Bisyr bin Sa‟ad, Salim mantan budak Abu Hudzaifah. 
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2) Umar bin Khathab membentuk dewan yura sebanyak enam orang 

yang salah satunya diangkat sebagai imam (khalifah) atas 

persetujuan lima orang lainnya. Inilah pendapat mayoritas fukaha 

dan para teolog di Basrah. 

Para ulama lainnya seperti di Kufah berpendapat pengangkatan 

imamah (kepemimpinan) dianggap sah meski dilakukan tiga orang saja, 

yang salah seorang dari mereka diangkat sebagai imam (khalifah) atas 

persetujuan dua orang lainnya. Caranya, salah seorang di antara mereka 

di angkat sebagai imam (khalifah) sementara dua orang lainnya di 

angkat sebagai saksi , persis seperti prosesi akad nikah yang di anggap 

sah dengan adanya satu orang wali dan dua orang saksi. Bahkan, ada 

sekelompok ulama yang berpendapat  pengangkatan imamah 

(kepemimpinan) dianggap sah meski dengan satu orang sekalipun. 

Pasalnya, Abbas bin Abdul Muthalib pernah berkata kepada Ali bin Abi 

Thalib “Ulurkan tanganmu! Aku akan membaiatmu  agar orang-orang 

akan berkata bahwa paman Rasulullah telah membaiat keponakannya. 

Pada akhirnya tidak ada dua orang yang berbeda pendapat tentang 

dirimu.” Alasan lainnya bahwa hal ini tergolong persoalan hukum dan 

hukum itu dianggap sah meski dengan satu orang sekalipun. 
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B. PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PILPRES 

1. Pengertian Partisipasi Politik 

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan 

capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan 

politik negara. Apabila di gabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam 

bahasa inggris, partisipate atau participation berarti mengambil bagian atau 

peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas kegiatan 

politik negara
63

. Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu 

demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi 

politik.Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh 

pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara,maka 

warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.
64

 

Partisipasi politik menurut Hutington dan Nelson adalah kegiatanwarga 

Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk 

mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Ramlan Surbakti 

memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk 

keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang 

menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Menurut Miriam Budiarjo 

menyatakan bahwa partisipasi politiksecara umum dapat didefinisikan 

sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif 

dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan 

langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (public 
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policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam 

pemilihan umum, mengahadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai 

atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan 

pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.
65

 Negara-negara 

demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih 

banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat 

partisipasi menunjukkan bahwa warganegara mengikuti dan memahami 

masalah politik dan ingin melibatkan diridalam kegiatan-kegiatan itu. 

Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap 

sebagai tanda yang kurang baik, karena dapatditafsirkan bahwa banyak 

warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Ahli yang lain 

juga menyebutkan pengertian partisipasi politik yaitu: 

a. Keith Fa,uls 

Keith Fa ,uls memberika ,n definisi pa ,rtisipa,si politik seba ,ga,i keterliba,ta,n 

seca,ra, a,ktif (the a,ctive enga,gement) da,ri individu a ,ta,u kelompok ke 

da,la,m proses pemerinta,ha,n. Keterliba ,ta,n ini menca ,kup keterliba ,ta,n 

da,la,m proses penga ,mbila,n keputusa,n ma,upun berla,ku oposisi terha ,da,p 

pemerinta,h.
66

 

b. Herbert McClosky da ,la,m Interna,tiona,l Encyclopedia, of the 

Socia,lSciences, Herbert McClosky memberika,n definisi pa,rtisipa,si 

politiks seba ,ga,i kegia ,ta,n-kegia,ta,n suka,rela, da,ri wa,rga, ma,sya,ra,ka,t 
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mela,lui dima,na, mereka, menga,mbil ba,gia,n da,la,m proses pemiliha ,n 

pengua,sa,, da,n seca,ra, la,ngsung a,ta,u tida,k la,ngsung, da,la,m proses 

pembentuka ,n kebija,ka,n umum. 

c. Sa,muel P. Huntington da ,n Joa,n M. Nelson da ,la,m No Ea,sy 

Choice:Politica,l Pa,rticipa,tion in Developing Countries, Huntington 

da,n Nelson pa,rtisipa,si politik seba,ga,i Kegia,ta,n wa,rga, nega,ra, ya,ng 

bertinda,k seba,ga,i priba,di-priba,di, ya,ng dima,ksud seba,ga,i pembua,ta,n 

keputusa,n oleh pemerinta,h. Pa,rtisipa,si bisa, bersifa,t individua ,l a,ta,u 

kolektif, terorga,nisir a,ta,u sponta,n, ma,nta,p a,ta,u seca,ra, da,ma,i a,ta,u 

kekera,sa,n, lega,l a,ta,u illega,l, efektif a,ta,u tida,k efektif
67

. Penda,pa,t ya,ng 

dikemuka,nka,n oleh pa,ra, a,hli di a,ta,s da,pa,t dita,rik kesimpula,n ba,hwa, 

pa,rtisipa,si politik a,da,la,h ha,l-ha,l ya,ng berka,ita,n denga,n kegia,ta,n 

seseora,ng a,ta,u sekelompok ora,ng da,la,m ha,l penentua,n a,ta,u 

penga,mbila,n kebija,ka,n pemerinta,h ba,ik itu da,la,m ha,l pemiliha ,n 

pemimpin a ,ta,upun penentua,n sika,p terha,da,p kebija,ka,n publik ya,ng 

dibua,t oleh pemerinta,h untuk di ja ,la,nka,n, ya,ng dila,kuka,n seca,ra, 

la,ngsung a,ta,u tida,k la,ngsung denga,n ca,ra, konvensiona,l a,ta,upun 

denga,n ca,ra, non konvensiona,l a,ta,u ba,hka,n denga,n kekera,sa,n 

(violence). 

2.  Partisipasi Politik Masyarakat 

Seca,ra, umum  pa ,rtisipa,si politik seba,ga,i kegia,ta,n dibeda,ka,n menja,di tiga 

yakni: 
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a. Pa,rtisipa,si a,ktif, ya,itu pa,rtisipa,si ya,ng berorienta ,si pa,da, proses input 

da,n output. 

b. Pa,rtisipa,si pa,sif, ya,itu pa,rtisipa,si ya,ng berorienta,si ha,nya, pa,da, output, 

da,la,m a,rti ha,nya, mena,a,ti pera ,tura,n pemerinta ,h, menerima, da,n 

mela,ksa,na,ka,n sa,ja, setia,p keputusa,n pemerinta,h. 

c. Golonga,n putih (golput) a ,ta,u kelompok a ,pa,tis, ka,rena, mengga,p sistem 

politik ya ,ng a,da, menyimpa,ng da,ri ya,ng dicita,-cita,ka,n.
68

 Milbra,th da,n 

Goel ya,ng dikutip oleh Cholisin membeda,ka,n pa,rtisipa,si politik 

menja,di bebera,pa, ka,tegori ya,itu: 

1) Pa,rtisipa,si politik a,pa,tis ya,itu sora,ng ya,ng tida,k berpa,rtisipa,si da,n 

mena,rik diri da,ri proses politik. 

2) Pa,rtisipa,si politik spector ya ,itu ora,ng ya,ng setida,k-tida,knya, 

perna,hikut memilih da,la,m pemiliha,n umum. 

3) Pa,rtisipa,si politik gla ,dia,tor ya,itu mereka , ya,ng seca,ra, a,ktif terliba ,t 

da,la,m proses politik, ya ,kni komunika,tor, spesia ,lis menga ,da,ka,n 

konta,k ta,ta,p muka,, a,ktivis pa ,rta,i da,n pekerja, ka,mpa,nye da,n 

a,ktivis ma,sya,ra,ka,t. 

4) Pa,rtisipa,si politik pengritik ya ,itu ora,ng-ora,ng ya,ng berpa,rtisipa,si 

da,la,m bentuk ya,ng tida,k konvensiona,l. 

Orienta,si pa,rtisipa,si politik a ,ktif terleta ,k pa,da, input da,n output politik. 

Seda,ngka,n pa,rtisipa,si pa,sif terleta ,k pa,da, outputnya, sa,ja,. Sela,in itu juga , 

a,da, a,ngga,pa,n ma,sya,ra,ka,t da,ri sistem politik ya ,ng a,da, dinila,i menyimpa ,ng 
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da,ri a,pa, ya,ng dicita,-cita,ka,n sehingga, lebih menjurus keda ,la,m pa,rtisipa,si 

politik ya ,ng a,pa,tis. Pemberia ,n  sua,ra, da,la,m pemilu merupa ,ka,n sa,la,h sa,tu 

wujud pa,rtisipa,si da,la,m politik ya ,ng terbia,sa,. Kegia,ta,n ini wa,la,upun ha,nya, 

pemberia,n sua,ra,, na,mun juga, menya,ngkut semboya ,n ya,ng diberika,n da,la,m 

ka,mpa,nye, bekerja, da,la,m memba,ntu pemiliha,n, memba,ntu tempa,t 

pemunguta,n sua,ra, da,n la,in-la,in. Menurut Olsen pa,rtisipa,si seba,ga,i dimensi 

uta,ma, stra,tifika,si sosia ,l. Ia, memba,gi pa,rtisipa,si menja,di ena,m la,pisa,n, 

ya,itu pemimpin politik, a ,ktivita,s politik, komunika ,tor (ora,ng ya,ng 

menerima, da,n menya,mpa,ika,n ide-ide, sika,p da,n informa,si la,innya, kepa,da, 

ora,ng la,in), wa,rga, ma,sya,ra,ka,t, kelompok ma ,rgina,l (ora,ng ya,ng sa,nga,t 

sedikit mela,kuka,n konta,k denga,n sistem politik) da ,n kelompok ya,ng 

terisola,sin (ora,ng ya,ng ja,ra,ng mela,kuka,n pa,rtisipa,si politik). Pa,rtisipa,si 

politik juga , da,pa,t dika,tegorika,n berda,sa,rka,n jumla,h pela,ku ya,itu 

individua,l da,n kolektif. Individua ,l ya,kni seseora,ng ya,ng menulis sura ,t 

berisi tuntuta,n a,ta,u keluha,n kepa,da, pemerinta,h. Seda,ngka,n ya,ng dima,ksud 

pa,rtisipa,si kolektif ia,la,h kegia,ta,n wa,rga, nega,ra, seca,ra, serenta,k untuk 

mempenga ,ruhi pengua,sa, seperti kegia,ta,n da,la,m proses pemiliha ,n umum. 

Pa,rtisipa,si kolektif dibeda,ka,n menja,di dua, ya,kni pa,rtisipa,si kolektif ya,ng 

konvensiona,l ya,ng seperti mela,kuka,n kegia,ta,n da,la,m proses pemiliha,n 

umum da ,n pa,rtisipa,si politik kolektif non konvensiona ,l (a,gresif) seperti 

pemogoka,n ya,ng tida,ksa,h, mela,kuka,n hura,-hura,, mengua,sa,i ba,nguna,n 

umum.69 Pa,rtisipa,si politik kolektif a ,gresif da,pa,t dibeda,ka,n menja,di dua, 
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ya,itu a,ksi a,gresif ya,ng kua,t da,n a,ksi a,gresif ya,ng lema,h. Sua,tu a,ksi a,gresif 

dika,ta,ka,n kua,t diliha,t da,ri tiga, ukura,n ya,itu bersifa,t a,nti rezim (mela ,ngga,r 

pera,tura,n mengena,i a,tura,n pa,rtisipa,si politik norma ,l), mengga,nggu fungsi 

pemerinta,ha,n da,n ha,rus merupa,ka,n kegia,ta,n kelompok ya ,ng dila,kuka,n 

oleh monoelit. Seda ,ngka,n, pa,rtisipa,si politik kolektif a,gresifya,ng lema ,h 

a,da,la,h ya,ng tida,k memenuhi ketiga , sya,ra,t tersebut dia,ta,s. Dinega,ra,-nega,ra, 

berkemba,ng pa,rtisipa,si politik cenderung digera ,ka,n seca,ra, melua,s da,n 

dia,ra,hka,n untuk kepentinga ,n pemba,nguna,n. Ora,ng-ora,ng ya,ng mela ,kuka,n 

demonstra,si a,ta,u memberika,n sua,ra, denga,n ja,la,n tersebut ta,mpa,knya, 

merupa,ka,n wujud nya,ta, da,ri pa,rtisipa,si politik ya ,ng muda,h serta, 

menguda,ng perha,ta,ia,n da,ri berba,ga,i ka,la,nga,n70. 

a) Bentuk Pa,rtisipa,si Politik 

Menurut Pa,ige tinggi-renda,hnya, kesa,da,ra,n politik da,n 

keperca,ya,a,n pemerinta,h (sistem politik menja ,di empa,t tipe ya ,itu 

pa,rtisipa,si a,ktif, pa,rtisipa,si pa,sif terteka,n (a,pa,tis), pa ,rtisipa,si milita ,n 

ra,dika,l, da,n pa,rtisipa,sipa,sif71. Pa,rtisipa,si a,ktif, ya,itu a,pa,bila, seseora,ng 

memiliki kesa,da,ra,n politikda,n keperca,ya,a,n kepa,da, pemerinta,h 

tinggi.Seba ,liknya, jika, kesa,da,ra,n politikda,n keperca,ya,a,n kepa,da, 

pemerinta,h renda,h ma,ka, pa,rtisipa,si politiknya , cenderung pa,sif-

terteka ,n (a,pa,tis). Pa,rtisipa,si milita,n ra,dika,l terja,di a,pa,bila, kesa,da,ra,n 

politik tinggi teta ,pi keperca,ya,a,n kepa,da, pemerinta,h sa,nga,t renda,h. 
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Da,n a,pa,bila, kesa,da,ra,n politik sa ,nga,t renda,h teta,pi keperca,ya,a,n 

terha,da,p pemerinta,h sa,nga,t tinggi ma ,ka, pa,rtisipa,si ini disebut tida,k 

a,ktif (pa,sif)72. 

Partisipasi politik yang terjadi di berbagai Negara dapat dibedakan 

dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan 

nonkonvensional termasuk yang mungkin legal (petisi) maupun ilegal 

(cara kekerasan atau revolusi). Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi 

politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem 

politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau ketidakpuasan warga 

negara. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh 

Almond terbagai dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik 

konvensional dan partisipasi politik non konvensional
73

. Rincian bentuk 

partisipasi politik konvensional dan non konvensional. 

(1) Partisipasi politik konvensional 

(a) Pemberian suara atau voting 

(b) Diskusi politik 

(c) Kegiatan kampanye 

(d) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan 

(e) Komunikasi individual dengan pejabat politik atau 

administrative 

(2) Partisipasi politik nonkonvensional 

(a) Pengajuan petisi 
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(b) Berdemonstrasi 

(c) Konfrontasi 

(d) Mogok 

(e) Tindak kekerasan politik terhadap harta benda : 

pengrusakan,pemboman, pembakaran. 

(f) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, 

pembunuhan, perang gerilya, revolusi.  

Menurut David F. Roft dan Frank bentuk partisipasi warga negara 

berdasarkan intensitasnya. Apabila intensitas kegiatan masyarakat 

dalam kegiatan politik dijenjangkan maka akan membentuk piramida 

partisipasi politik. Kelompok paling bahwah pada gambar piramida 

partisipasi politik yaitu kelompok yang sama sekali tidak terlibat dan 

tidak melakukan kegiatan politik. Oleh Roth dan Wilson disebut 

sebagai kelompok apolitis. Kelompok yang berada di atas apolitis yaitu 

kelompok pengamat, kelompok ini biasanya menghadiri rapat umum 

parpol, membicarakan politik, mengikuti perkembangan lewat media, 

memberikan suara dalam pemilu. Kemudian satu tingkat di atas 

kelompok pengamat yaitu kelompok partisipan. Pada kelompok ini 

aktivitas yang sering dilakukan seperti menjadi petugas kampanye, 

anggota aktif partai, dan kelompok kepentingan dalam proyek sosial. 

Kemudian kelompok yang paling atas di tingkat piramida adalah 

kelompok aktivis. Warga yang tergabung dalam kelompok ini tergolong 

sedikit jumlahnya, mereka merupakan pejabat partai sepenuh waktu, 
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pemimpin partai atau pemimpin kepentingan. Bentuk partisipasi yang 

dilakukan oleh pemuda yakni berupa demonstrasi, pemogokan dan 

kegiatan protes. Cara yang biasanya dilakukan oleh pemilih pemula 

untuk turut dalam partisipasi yaitu bergabung dengan salah satu parpol 

didaerahnya mengikuti kegiatan kampanye, serta menghadiri diskusi 

politik didaerahnya. Ciri utama yang dimiliki pemilih pemula yaitu latar 

belakang tingkat partisipasi pemilih adalah pendidikan dan jenis 

kelamin. Setiap komunitas
74

 masyarakat memiliki latar belakang yang 

berbeda-beda. Hal tersebut akan mempunyai pengaruh terhadap tingkat 

partisipasi politik dalam Pilgub. Serta menjadi bagian partisipasi dalam 

dinamika kegiatan politik. 

b) Perilaku Memilih 

Perilaku memilih adalah serangkaian kegiatan membuat keputusan 

yaitu memilih atau tidak memilih. Sedangkan menurut Prihatmoko 

perilaku memilih adalah keikutsertaan warga dalam pemilu sebagi 

rangkaian pembuatan keputusan. 

c) Perilaku Politik 

Menurut Ramlan Surbakti seecara umum perilaku politik 

dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan 

dan keputusan publik. Menurut Sudijono Sastroadmodjo perilaku 

politik adalah suatu kegiatan rakyat dimana masayarakat ada dalam 

suaru proses meraih, mempertahankan dan mengembangkan kekuasaan. 
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Perilaku politik berkaitan dengan tujuan masyarakat, kebijakan 

mencapai tujuan, dan sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya 

suatu otoritas untuk mengatur suatu kehidupan bermasyarakat75. Ada 

tiga analisis untuk melakukan kajian terhadap perilaku politik yaitu 

individu aktor politik, agresi politik dan tipologi kepribadian politik. 

Yang dimaksud individu aktor politik meliputiaktor politik (pemimpin), 

aktivis politik dan individu warga Negara biasa.Sedangkan agresi 

meliputi individu aktor secara kolektif seperti birokrasi, partai politik, 

kelompok kepentingan dan lembaga bangsa. Adapun yang dikaji dalam 

tipologi kepribadian politik yaitu tipe kepribadian otoriter, dan 

demokrat. Dari hasil pendekatan diatas, maka tercipta sebuah model 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu 

aktor politik sebagai berikut: 

(1) Lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, 

system ekonomi, sistem budaya dan sistem media massa. 

(2) Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan 

membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, agama, sekolah dan 

kelompok pergaulan76. 

(3) Struktur kepribadaian yang tercermin dalam sikap individu. 

(4) Lingkungan sosial politik langsung seperti situasi yaitu yang 

memepengaruhi aktor secara langsung, ketika hendak 

melakukansuatu kegiatan, seperti situasi keluarga, situasi ruang, 
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kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan anacaman dalam 

segala bentuknya. 

(5) Pendekatan dalam perilaku memilih 

 Perilaku politik warga negara seringkali dikaitkan dengan kegiatan 

mereka dalam memilih wakilnya maupun pemimpinnya dalam 

pemilihan umum yang diadakan oleh Negara yang demokratis.Ada lima 

pendekatan dalam perilaku memilih yakni struktural, sosiologis, 

ekologis, psikologis sosial dan pilihan rasional. 

Menurut pendekatan struktural adalah kegiatan memilih 

dilihatsebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, 

sepertistruktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, 

permasalahan dan program yang ditonjolkan partai. 

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih 

dalam kaitan dengan konteks sosial. Maknanya pilihan seseorang dalam 

pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial 

ekonomi, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, 

pendapatan dan agama. 

Pendekatan ekologis hanya relevan apabila dalam suatu daerah 

pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit 

teritorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan,dan kabupaten. 

Pendekatan psikologi sosial, salah satu penjelasan dari sisi 

psikologi sosial untuk menjelaskan perilaku memilih dalam pemilihan 

umum adalah konsep identifikasi partai. Konsep inimerujuk pada 



54 
 

 
 

persepsi pemilih atas partai yang ada atau keterikatan emosional 

pemilih terhadap partai tertentu. 

Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai 

produk kalkulasi untung rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya 

ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil 

yang dihararapakan, tetapi juga perbedaan dari alternative berupa 

pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat 

yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau 

pejabat pemerintah.
77

 Pemilih rasional adalah mereka yang memiliki 

cirri khas tidak begitu mementingkan ideologi kepada kandidatdengan 

lebih mementingkan kemampuan calon kandidat dalam program 

kerjanya. Pemilih kritis merupakan paduan dari tingginya orientasi dan 

kemampuan kandidat dalam masalah daerahnya,tingginya orientasi 

mereka terhadap ideologi. Pemilih inilah yang menjadikan nilai 

ideologis sebagai pijakan untuk kepadasiapa akan menentukan 

pilihannya selanjutnya akan mengkritisi kebijakan pemerintah setelah 

menjabat. Pemilih tradisonal memiliki ideologi yang sangat tinggi dan 

tidak terlalu melihat kebijakan kandidat sebagai sesuatu yang 

dipertimbangkan dalam mengambil pilihannya. Pemilih tradisonal 

adalah pemilih yang bias dimobilisasi dalam periode kampanye. Ciri 

khas pemilih ini adalah loyalitas yang tinggi. Pemilih skeptis yang 

dimana tidak memiliki ideology cukup tinggi dengan sebuah kandidat 
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dan tidak menjadikan sebuah kebijakan menjadi sesuatu yang penting. 

Darigolongan pemilih skeptis akan memunculkan golongan putih 

(golput) dari bentuk keengganan dalam memberikan suaranya.
78

 

Teori pilihan rasional Dikemukanan oleh James S. Coleman, Teori 

rasional tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tidakan seseorang 

mengarah jelas pada tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau 

pilihan ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yaitu aktor dan 

sumberdaya. Sumberdaya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan 

yang dapat dikontrol oleh aktor.
79

 

Teori rasional memusatkan pada aktor. Menurut George 

Ritzeraktor dipandang sebagai manusia yang memiliki tujuan atau 

maksud.
80

 Artinya aktor mempunyai tujuan pada upaya untuk mencapai 

tujuan, selain itu aktor juga mempunyai nilai dan pilihan. Teori ini tidak 

memandang apa yang menjadi pilihan atauapa yang menjadi pilihan 

sumber aktor. Hal yang penting adalah aktor melakukan tindakan yang 

sesuai tujuan. 

Menurut Cholisin pilihan rasional adalah kegiatan memilih sebagai 

produk kalkulasi untung rugi. Yang di pertimbangkan tidak hanya 

“ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi 

hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan alternative berupa pilihan 

yang ada. Apabila teori rasional ini dikaitkan dengan pemilih pemula, 

maka pemilih pemula sebagaiaktor dalam pilgup mempunyai tujuan 

                                                             
78

 A.Hoogerwerf, Politikologi, (Jakarta: PT.Erlangga, 1985),  h.189  
79

 Efriza, Political Explore, (Bandung: Alfabeta, 2012) h.184 
80

 Ibid. 



56 
 

 
 

tertentu dengan tidak berpartisipasi (golput). Tujuannya bermacam-

macam bersikap masa bodoh, lebih mementingkan kepentingan pribadi, 

sebagai reaksiprotes terhadap pemerintah atau calon kandidat 

tidaksesuai dengan pilihannya.
81

 

3. Sistem Pilres Menurut Undang-undang No 42 Tahun 2008 

Indonesia, seba,ga,i sa,la,h sa,tu nega ,ra, ya,ng menga ,nut sistem 

pemerinta,ha,n Presidensia ,l, dima,na, Presiden ya ,ng menja,la,nka,n 

pemerinta,ha,n da,la,m a,rti ya,ng sebena,rnya,, da,n da,la,m menja,la,nka,n 

kekua,sa,a,nnya, Presiden diba ,ntu oleh pa,ra, mentri ya,ng memba ,ntu Presiden 

tersebut. Da,la,m sistem pemerinta,ha,n ini juga , Presiden menja,di kepa,la, 

Nega,ra, da,n mera,ngka,p seba,ga,i kepa,la, Pemerinta,ha,n. Pemiliha,n umum 

merupa,ka,n sua,tu sa,ra,na, a,ga,r terla,ksa,na,nya, keda,ulta,n ra,kya,t untuk 

mnegha,silka,n pemerinta,ha,n Nega,ra, ya,ng demokra,tis berda,sa,rka,n Unda,ng-

unda,ng Da,sa,r 1945 da,n pa,nca,sila,. 

Keda,ula,ta,n ya,ng bera,rti kekua,sa,a,n tertinggi da ,n bersifa,t mutla,k, 

keda,ula,ta,n tertinggi di Indonesia , bera,da, di ta,nga,n ra,kya,t. Pemiliha ,n umum 

juga, merupa,ka,n sa,la,h sa,tu da,ri perwujuda,n da,rikeda,ula,ta,n ra,kya,t untuk 

menha,silka,n demokra,si sesua,i denga,n pa,nca,sila, serta, berda,sa,rka,n 

Unda,ng-unda,ng Da,sa,r Nega,ra, Republik Indonesia ,, da,n pemiliha,n umum 

la,ngsung, umum, beba ,s, ra,ha,sia,, jujur, da,n a,dil da,pa,t terwujud a,pa,bila, 

dila,ksa,na,ka,n oleh penyelengga ,ra, pemiliha,n umum ya ,ng mempunya ,i 

integrita,s, profesiona,lita,s, da,n a,kunta,bilita,s. 
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Pemilu merupa,ka,n sa,la,h sa,tu cirri uta ,ma, da,ri nega,ra, demokra,si 

modern da,n ca,ra, ya,ng demokra,tis untuk membentuk da,n mentra ,nsfer 

kekua,sa,a,n da,ri ra,kya,t kepa,da, otorita,s nega,ra,. Pemilu dija ,dika,n indika,tor 

kua,lita,s demokra,si da,ri sebua,h ba,ngsa,, a,pa,bila, pemilu ma ,mpu 

dila,ksa,na,ka,n seca,ra, tra,nspa,ra,n, a,kunta,bel da,n pertisipa,tif, ma,ka, ha,l 

tersebut menunjuka ,n demokra,si berla,ngsung seca,ra, positif. 
82

Kemudia,n 

ha,sil Pemilu ya ,ng dila,ksa,na,ka,n da,la,m sua,sa,na, keterbuka,a,n da,n kebeba,sa,n 

dia,ngga,p a,kura,t mencerminka ,n pertisipa ,si da,n a,spira,si ma,sya,ra,t
83

. 

Seca,ra, umum, pela,ksa,na,a,n pemilu bertujua,n untuk memilih wa,kil 

ra,kya,t da,n terselengga ,ra,nya, pemerinta,ha,n ya,ng bena,r da,n sesua,i denga,n 

pemiliha,n ra,kya,t, ma,ka, da,ri itu pemilu ya ,ng demokra,tis merupa ,ka,n pemilu 

ya,ng dila ,kuka,n seca,ra, berka,la,, da,n diselengga,ra,ka,n berda,sa,rka,n a,sa,s 

la,ngsung, umum, beba ,s, serta, jujur, da,n a,dil. 

Sebelum penulis memba ,ha,s pengertia,n pemiliha,n umum Presiden da ,n 

Wa,kil Presiden menurut Unda ,ng-Unda,ng No 42 Ta,hun 2008 a,da, ba,iknya, 

penulis menjela,ska,n ma,kna, da,ri pemiliha ,n umum terlebih da,hulu. 

Pemiliha ,n Umum (Pemilu) a,da,la,h proses pemiliha ,n ora,ng - ora,ng untuk 

mengisi ja ,ba,ta,n-ja,ba,ta,n politik tertentu.
84

 Ja,ba,ta,n-ja,ba,ta,n tersebut 

bera,neka,-ra,ga,m, mula,i da,ri presiden, wa ,kil ra,kya,t di berba,ga,i tingka,t 

pemerinta,ha,n, sa,mpa,i kepa,la, desa,. Pa,da, konteks ya,ng lebih lua ,s, Pemilu 
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da,pa,t juga, bera,rti proses mengisi ja ,ba,ta,n-ja,ba,ta,n seperti ketua , OSIS a,ta,u 

ketua, kela,s, wa,la,upun untuk ini ka ,ta, 'pemiliha,n' lebih sering diguna ,ka,n. 

Menurut Indria, Sa,mego, pemiliha,n umum disebut juga , denga,n 

“Politica,l Ma,rket”, A,rtinya, ba,hwa, pemiliha,n umum a,da,la,h pa,sa,r politik 

tempa,t individu/ ma ,sya,ra,ka,t berintera,ksi untuk mela,kuka,n kontra,k sosia,l 

(perja,njia,n ma,sya,ra,ka,t) a,nta,ra, peserta, pemiliha,n umum (pa,rta,i politik) 

denga,n pemilih (ra ,kya,t) ya,ng memiliki ha ,k pilih setela ,h terlebih da ,hulu 

mela,kuka,n sera,ngka,ia,n a,ktifita,s politik ya,ng meliputi ka ,mpa,nye, 

propa,ga,nda,, ikla,n politik mela,lui media , ma,ssa, ceta,k, a,udio, ma,upun a,udio 

visua,l, serta , media, la,innya, seperti spa ,nduk, pa,mflet, seleba,ra,n ba,hka,n 

komunika,si a,nta,r priba,di ya,ng berbentuk fa ,ce to fa,ce (ta,ta,p muka,) a,ta,u 

lobby ya,ng berisi penya ,mpa,ia,n pesa,n mengena,i progra,m, pla,tform, a,za,s, 

ideologi serta , ja,nji-ja,nji politik la,innya, guna, meya,kinka,n pemilih sehingga , 

pa,da, pencoblosa,n da,pa,t menentuka ,n piliha,nnya, terha,da,p sa,la,h sa,tu pa,rta,i 

politik ya ,ng menja,di peserta, pemiliha ,n umum untuk mewa ,kilinya, da,la,m 

ba,da,n legisla,tif ma,upun eksekutif
85

. 

Unda,ng-Unda,ng Nomor 10 Ta ,hun 2008 juga, menjela,ska,n ba,hwa, 

pemiliha,n umum a,da,la,h sa,ra,na, pela,ksa,na,a,n keda,ula,ta,n ra,kya,t ya,ng 

dila,ksa,na,ka,n seca,ra, la,ngsung, umum, beba ,s, ra,ha,sia,, jujur, da,n a,dil da,la,m 

Nega,ra, Kesa,tua,n Republik Indonesia , berda,sa,rka,n Pa,nca,sila, da,n Unda,ng-

Unda,ng Da,sa,r Nega,ra, Republik Indonesia , Ta,hun 1945. 

Menurut Jimly A,sshiddiqie tujua,n penyelengga ,ra,a,n pemiliha,n umum 
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itu a,da, empa,t, ya,itu
86

: 

a. Untuk memungkinka,n terja,dinya, pera,liha,n kepemimpina ,n 

pemerinta,ha,n seca,ra, tertib da,n da,ma,i. 

b. Untuk memungkinka ,n terja,dinya, perga,ntia,n peja,ba,t ya,ng a,ka,n 

mewa,kili kepentinga ,n ra,kya,t di lemba,ga, perwa,kila,n. 

c. Untuk mela,ksa,na,ka,n prinsip keda,ula,ta,n ra,kya,t. 

d. Untuk mela,ksa,na,ka,n prinsip ha,k-ha,k a,sa,si wa,rga,nega,ra,. 

A,za,s Pemilu ya ,ng diteta,pka,n di da,la,m Unda,ng-Unda,ng Nomor 10 

Ta,hun 2008 tenta ,ng pemiliha ,n umum anggota, DPR, DPD, da,n DPRD da,n 

Unda,ng-Unda,ng Nomor 42 Ta ,hun 2008 tenta,ng pemiliha,n umum Presiden 

da,n Wa,kil Presiden, ya ,itu: 

a. La,ngsung A,rtinya, ra,kya,t pemilih mempunya ,i ha,k untuk seca,ra, 

la,ngsung memberika ,n sua,ra,nya, sesua,i denga,n kehenda,k ha,ti 

nura,ninya, ta,npa, pera,nta,ra,. 

b. Umum A,rtinya, semua, wa,rga, nega,ra, ya,ng tela,h berusia, 17 ta,hun a,ta,u 

tela,h menika,h berha,k untuk memilih da ,n tela,h berusia, 21 ta,hun 

berha,k dipilih denga ,n ta,npa, a,da,diskrimina,si. 

c. Beba,s A,rtinya, ra,kya,t pemilih berha,k memilih menurut ha,ti nura,ninya, 

ta,npa, a,da,nya, penga,ruh, teka,na,n, a,ta,u pa,ksa,a,n da,ri sia,pa,pun a,ta,u 

denga,n a,pa,pun. 

d. Ra,ha,sia, A,rtinya, ra,kya,t pemilih dija,min oleh pera ,tura,n tida,k a,ka,n 

diketa,hui oleh piha,k sia,pa,pun da,n denga,n ja,la,n a,pa,pun sia,pa, ya,ng 
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dipilihnya ,. 

e. Jujur Semua , piha,k ya,ng terliba,t da,la,m pemilu ha ,rus bersika,p jujur 

sesua,i denga,n pera,tura,n perunda,ng-unda,nga,n ya,ngberla,ku. 

f. A,dil Setia,p pemiliha,n da,n pa,rpol peserta, pemilu menda,pa,t perla,kua,n 

ya,ng sa,ma, serta, beba,s da,ri kecura,nga,n piha,kma,na,pun. 

Berda,sa,rka,n pema,pa,ra,n tersebut ma ,ka, pengertia,n pemiliha,n umum 

seca,ra, lua,s ya,itu sebua,h sa,ra,na, ya,ng dila,kuka,n da,la,m nega,ra, demokra,si 

khususnya, Indonesia, untuk menja,la,nka,n keda,ula,ta,n sesua,i denga,n a,sa,s 

ya,ng tertera, pa,da, Unda,ng-Unda,ng Da,sa,r 1945, dila,ksa,na,ka,n oleh ra ,kya,t 

ya,ng mempunya ,i ha,k pilih untuk memilih wa,kil-wa,kil mereka , da,la,m 

menya,mpa,ika,n a,spira,si kepa,da, pemerinta,h. 

Pemiliha ,n umum ya,ng dila,kuka,n seca,ra, la,ngsung oleh ra ,kya,t 

merupa,ka,n sa,ra,na, pela,ksa,na,a,n ka,da,ula,ta,n ra,kya,t guna, mengha,silka,n 

pemerinta,ha,n nega,ra, demokra,tis berda,sa,rka,n pa,nca,sila, da,n Unda,ng-

Unda,ng Da,sa,r 1945, ya,ng berda,sa,rka,n a,sa,s la,ngsung, umum, beba ,s, 

ra,ha,sia,, jujur, a,dil untuk memilih presiden da ,n wa,kil presiden. Seda,ngka,n 

pengertia ,n pemiliha,n umum presiden da ,n wa,kil presiden menurut Unda,ng-

Unda,ng No 42 Ta,hun 2008 a,da,la,h pemiliha,n umum untuk memilih 

presiden da,n wa,kil presiden da,la,m Nega,ra, Ka,sa,tua,n Republik Indonesia, 

berda,sa,rka,n pa,nca,sila, da,n Unda,ng-Unda,ng Da,sa,r 1945. 

Da,la,m Unda,ng-Unda,ng No 42 Ta,hun 2008 diba,ha,s juga, tenta,ng 

pa,sa,nga,n ca,lon presiden da,n ca,lon wa,kil presiden diusulka,n oleh pa,rta,i 

politik, kemudia ,n ya,ng dima,ksud denga,n pa,rta,i politik disini a ,da,la,h pa,rta,i 
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politik ya ,ng tela,h diteta,pka,n seba,ga,i pemiliha,n umum a,nggota, Dewa,n 

Perwa,kila,n Ra,kya,t.  

C. TINJAUAN PUSTAKA 

Untuk membedakan dengan penelitian lain, maka peneliti mencantumkan 

penelitian terdahulu agar menunjukan keaslian dalam penelitian ini. Beberapa 

penelitian terdahulu seperti: 

1. Gufron, dengan judul Fatwa Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu. 

permasalahan skripsi ini yaitu apa yang melatar belakangi fatwa MUI 

tentang penggunaan hak pilih dalam pemilu dan bagaimana istinbat hukum 

fatwa yang digunakan MUI. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, 

kesimpulan dari skripsi ini bahwasannya penggunaan hak pilih dalam 

pemilu sudah di atur secara rinci dalam  aturan hukum tata negara yang 

berlaku sedangkan fatwa yang dikeluarkan MUI terlalu bersifat rancu 

dilihat dari isi fatwa dan dalil yang dikaitkan sehingga istinbat hukumnya 

menjadi lemah karna munculnya golput tidak hanya disebabkan satu faktor 

saja. Dan didalam fatwa yang dikeluarkan MUI tentang golput dinilai oleh 

para pengamat memiliki unsur politisasi dan fatwa ini belum secara jelas 

berbicara tentang golput.
87

 

2. Ines Wulandari, dengan judul Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap 

Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden 

dan Wakil Presiden). permasalahan skripsi ini yaitu bagaimana mekanisme 
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pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut hukum Islam dan 

Undang-Undang No. 42 Tahun 2008. 

3. Hairul Rizal, dengan judul Islam dan Tingkat Partisipasi Politik 

Masyarakat Di Kecamatan Ngaklik Kabupaten Sleman Dalam Pilpres 

2014. Permasalahan skripsi ini yaitu bagaimana hubungan keberagaman 

masyarakat ngaglik dengan tingkat partisipasi politik dalam pilpres 2014 

dan apa faktor pendukung dan penghambat masyarakat Ngaglik dalam 

berpartisipasi politik dalam pilpres 2014. Kesimpulan dari skripsi ini 

adalah masyarakat di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman memiliki 

caranya masing-masing dalam menggunakan hak politiknya, 1. kelompok 

menghubungkan antara agama dan negara, 2. Kelompok masyarakat yang 

hanya berfokus kepada agama saja, 3. Kelompok hanya mengikuti aturan 

yang sudah ditetapkan oleh pemerintah saja tanpa menghubungkan dengan 

agama.
88
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kami telah menghimbau kepada segenap pengurus masjid supaya 

melakukan sosialisasi guna mencegah terjadinya konflik dan kami 

mengimbau kepada para khotib jumat maupun para ustad untuk 

tidak terlalu menyinggung masalah politik dalam khotbahnya.”
95

 

 

b. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat partisipasi politik masyarakat 

kelurahan Surabaya kecamatan Kedaton yang pertama adalah 

faktor berita bohong yang tersebar baik melalui media internet 

maupun dari mulut ke mulut, seorang warga bernama Sutar 

(56) mengatakan dalam wawancaranya, “bingung mau pilih 

siapa, yang satu katanya PKI yang satu katanya mau bawa 

Indonesia  ke era orde baru lagi, saya dengar ini dari kawan  

mbuh dia tau darimana, tapi setelah diberi tau anak saya kalo 

dua kabar itu gak benar, beritanya bohong.”
96

 

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

berita bohong yang menyebar di masyarakat sangat berdampak 

buruk, selain dampak yang didapat oleh paslon, dampaknya 

juga dialami oleh masyarakat yaitu kepanikan publik. 

Kemudian faktor ketidak percayaan masyarakat terhadap 

pemerintah, faktor ini menyebabkan munculnya pemikiran 

apatisme pada masyarakat atau biasa disebut golput, mereka 

                                                             
95
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yang golput beralasan tidak hanya karna tidak mempercayai 

pemerinth lagi namun juga karna  malas, mementingkan 

pekerjaan, buang buang waktu dan semacamnya. Hal ini masih 

terjadi di kelurahan Surabaya walaupun tak banyak hal ini tak 

boleh dibiarkan karna dapat merusak tatanan demokrasi dan 

melemahkan legitimasi parlemen. 

c. Tanggapan Masyarakat Terhadap Terhadap Kegiatan Kampanye 

Suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang calon 

pemimpin yang bertujuan untuk mempengaruhi proses 

pemilihan dan mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat 

disebut kampanye. Untuk mengetahui sejauh mana 

keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kampanye, peneliti 

akan menggambarkan hasil penelitiannya sebagai berikut: 

Hampir semua responden tidak mengikuti kegitan kampanye 

mulai dari sibuk, tidak tau, dan faktor jarak, namun dari 

sebagian yang mengikuti kegiatan kampanye menjawab 

kegiatan kampanye belum sesuai aturan karna ketika kampanye 

berlangsung didapati ada seseorang yang membagikan sebuah 

nasi kotak namun didalamnya terdapat sejumlah uang dan foto 

dari calon yang bersangkutan. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

kampanye yang berlangsung masih belum signifikan karna 

masih didapati beberapa kecurangan, serta tingkat keikut 
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sertaan masyarakat kelurahan Surabaya dalam kegiatan 

kampanye cukup rendah. 

d. Tanggapan Masyarakat Terhadap Isu Berita Bohong 

Berita bohong yang tersebar baik di media sosial, televisi 

mainstream, dan juga surat kabar, telah menyebabkan pengaruh 

yang meperihatinkan ditengah tengah masyarakat, mulai dari 

permusuhan, munculnya pemikiran apatis terhadap kegiatan 

politik, dan kepanikan publik. 

Mereka yang menjawab tidak percaya beranggapan bahwa 

selain berita yang tersebar itu melebih lebihkan dan tidak 

masuk akal, mereka juga menelusuri sumber berita dan mencari 

tau kebenaran berita tersebut dan ternyata berita yang 

menyebar tersebut hanyalah berita yang mengada ada yang 

sengaja di sebarkan untuk menjatuhkan nama baik dari para 

paslon presiden. 

e.Tanggapan Masyarakat Terhadap Kelancaran Pilpres dan 

Pemilu Serentak 2019 

Berhasil atau tidaknya suatu kegiatan dapat dilihat dari 

lancar  atau tidaknya kegiatan tersebut berjalan, hal yang sama 

juga berlaku terhadap kegiatan Pilpres dan pemilu Serentak 

2019 lalu. Pemilu yang digadang gadang pemerintah sebagai 

pemilu serentak pertama sekaligus keberhasilan pemerintah 

dalam menyelenggarkan suatu sistem pemilihan yang 
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demokratis nyatanya masih menimbulkan pro dan kontra 

dikalangan masyarakat, untuk mengetahui sejauh mana 

pendapat masyarakat mengenai pilpres dan pemilu serentak 

2019 pemilu akan menguraikan sebagai berikut: 

Mengenai kelancaran pilpres 2019 peneliti mendapatkan dua 

tanggapan yang berbeda mengenai kelancaran pilpres 2019 . 

Mereka yang menjawab tidak lancar berpendapat bahwa 

ketidak lancaran tersebut meliputi beberapa hal yaitu, 

banyaknya kotak suara yang rusak baik rusak di gudang 

penyimpanan maupun ketika dalam perjalan karna kotak suara 

di pemilu tahun ini berbeda dari pemilu sebelumnya, kotak 

suara tahun ini terbuat dari kardus dan bukan besi sebagaimana 

pemilu yang telah berjalan selama ini, masih didapati surat 

suara yang telah tercoblos, banyak dari petugas pemilu yang 

meninggal dunia mulai dari sakit ketika bertugas maupun 

kecelakaan ketika bertugas, besarnya dana pemilu yang tidak 

sesuai dengan persiapan yang disiapkan KPU, dan pemilu yang 

dilakukan serentak ini telah menyelisihi aturan demokrasi. 

Masyarakat yang berpendapat bahwa Pilpres dan Pemilu 

Serentak ini berhasil karena pemerintah telah menemukan 

solusi untuk menekan dana kegiatan pemilu yang cukup besar, 

pemerintah juga berhasil karena pada pemilu kali ini tidak 
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ditemukan konflik di daerah daerah yang ada di Indonesia, dan 

pemilu berjalan lancar dan aman. 

Berdasrkan penjelasan di atas walaupun masyarakat di 

Kelurahan kelurahan surabaya berbeda pendapat mengenai 

kelancaran Pilpres 2019, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

jalannya pilpres dan pileg serentak 2019 yang lalu belum bisa 

dibilang lancar, walaupun pemerintah telah berhasil menekan 

biaya dan waktu, serta berhasil menekan angka golput, namun 

dalam pelaksanaan dilapangan, pemilu kali ini masih banyak 

didapati kendala yang meliputi, pengiriman logistik, kurangnya 

perhatian pemerintah terhadap petugas lapangan, dan 

banyaknya kotak suara yang rusak. 
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BAB IV                                                                                                           

ANALISIS 

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi  Politik Masyarakat 

Kelurahan Surabaya Terhadap Pilpres 2019 

 

Partisipasi politik merupakan mekanisme penting dalam suatu negara, 

kesadarn politik warga negara merupakan faktor determinan dalam 

partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan dengan 

pengetahuan dan kesadaran akan hak hak dan kewajiban yang berkaitan 

dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan 

kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. 

Mulai dari zaman orde lama, orde baru, hingga masa reformasi saat ini 

fenomena dinamika politik selalu mengalami perkembangan dan mengalami 

berbagai perubahan yang begitu drastis di kehidupan masyarakat, hal 

demikian terjadi tentunya karena adanya faktor faktor tertentu yang 

mempengaruhi kesadaran akan pentingnya politik bagi masyarakat. 

Banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat 

Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, yang terdiri dari 

faktor eksternal dan faktor internal individu masing masing, maka disini 

peneliti akan mencoba menjabarkan kedua faktor tersebut. 

1. Faktor eksternal disini adalah faktor dari luar diri seorang pemilih yang 

yang mempengaruhi pola pikir dan tindakan dari para pemilih adapun 

faktor-faktor tersebut yaitu:  

Pertama, adalah faktor dari pihak pasangan calon presiden, adapun 

faktor ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh para paslon presiden  
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pada saat kampanye berupa janji-janji politik yang sering kali tidak 

terealisasikan atau sengaja tidak dilaksanakan nanti ketika telah 

menjabat. Hal ini memunculkan persepsi pada masyarakat bahwasannya 

partisipasi politik yang dilakukan masyarakat hanya akan 

menguntungkan para paslon presiden semata, maka rakyat lebih 

memilih golput sebagai ekspresi kekecewaan mereka terhadap 

pemerintah. 

Kedua, adalah faktor berita bohong yang marak menyebar di tengah 

tengah masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik. Faktor 

tersebut adalah faktor yang sengaja dibuat oleh orang orang yang tidak 

bertanggung jawab yang bertujuan untuk menjatuhkan nama baik 

masing masing calon presiden dengan memuat artikel atau berita yang 

berisi tentang kandidat yang ingin dijatuhkan dengan melalui isu yang 

tidak bisa di pertanggung jawabkan kebenenarannya. Berita palsu 

tersebut menyebar di masyarakat melalui media cetak, media elektronik 

maupun media sosial, dampak dari berita bohong ini terhadap 

masyarakat adalah, penggiringan opini publik, swing voter (berganti 

pilihan), kepanikan publik, bahkan golput.kurangnya pemahaman 

politik dan kurangnya tindakan masyarakat untuk menyaring informasi 

yang belum jelas kebenarannya membuat isu berita bohong ini mudah 

sekali menyebar padahal Allah Ta‟ala berfirman di surat Al-Hujarat 

ayat 6:  yang berbunyi: 
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ابِ  يَُۢ ٕۡ اْأََتصُِيبُٕاْقَ ٕٓ ُ هُ بَُِبئَٖفتَبَيَ
فاَسِقُُۢ ًۡ اْإَِجَاءَٓكُ ٕٓ ءَايَُُ ٍَ اَٱنهرِي أٓيَُّٓ يََٰ

 ٍَ دِيِي ََُٰ ًۡ افعََهۡتُ ًَ هتَٖفتَصُۡبحُِٕاْعَهىََٰ ٦جَََٰٓ  
 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu oran  

fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu 

tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa 

mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas 

perbuatanmu itu.”  (Q.S. Al-Hujarat : 6). 

 

Syaikh „Abdurrahman bin Nashir As Sa‟di saat menerangkan ayat 

di atas, beliau berkata, “Termasuk adab bagi orang yang cerdas yaitu 

setiap berita yang datang dari orang fasik atau kafir hendaknya 

hendaknya dicek terlebih dahulu, tidak diterima mentah mentah. Sikap 

asal asalan menerima sangatlah amatlah berbahaya dan dapat 

menjerumuskan dalam dosa. Jika diterima mentah mentah, itu sama 

saja menyamakan dengan berita dari orang orang yang jujur dan adil. 

ini dapat membuat rusaknya jiwa dan harta tanpa jalan yang benar. 

Gara-gara berita yang asal-asalan diterima akhirnya jadi penyesalan.  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa berita yang belum 

jelas kebenarannya harus ditelusuri terlebih dahulu karna selain dapat 

membahayakan diri sendiri dan orang lain, berita tersebut juga bisa 

menjerumuskan orang yang mempercayainya kedalam dosa. 

Ketiga, adalah politik uang, kegiatan ini biasa dilakukan dengan cara 

menyuap atau memberikan sejumlah barang atau uang yang bertujuan 

supaya orang yang diberi uang tersebut tidak menjalankan haknya atau 

menjalankan haknya sesuai permintaan si pemberi uang. Politik uang 

ini dilakukan dalam dua bentuk yang pertama dalam bentuk seolah olah 
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pemberian tersebut adalah bantuan sosial, dan yang kedua dengan cara 

pemberian langsung dengan tujuan yang sudah disepakati sebelumnya. 

Praktik politik uang (money politic) dan mahar politik kerap terjadi 

karena tidak ada definisi yang jelas dan kelonggaran peraturan karena 

dalam Undang-Undang pemilu tidak ada definisi terkait mahar dan 

money politik, seperti pada Pasal 71 ayat (3) PKPU yakni biaya makan, 

minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang 

diberikan dalam bentuk uang. Jadi sulit membedakan antara politik 

mahar dengan bantuan sosial yang diberikan oleh tim kampanye. 

2. Faktor internal disini adalah faktor dari dalam diri seorang pemilih yang 

yang mempengaruhi pola pikir dan tindakan dari para pemilih adapun 

faktor-faktor tersebut yaitu:  

Pertama, adalah faktor kesadaran masyarakat, faktor ini meliputi 

kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi politik untuk 

memperbaiki kondisi bangsa dan negara menjadi lebih baik. Biasanya 

mereka yang memiliki kesadaran politik tinggi dikarenakan adanya 

pemahaman mengenai situasi negera dan situasi politik yang sedang 

terjadi, juga dikarenakan adanya kesamaan antara yang dipilih dan yang 

memilih dalam hal visi dan misi mengenai negara ini. 

Kedua, adalah faktor apatisme (acuh tak acuh), faktor ini terjadi karna 

kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya partisipasi politik, 

juga di karenakan kekecewaan dan ketidak yakinan masyarakat akan 

janji janji politik para paslon presiden. Mereka yang berpikiran apatis 
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ini beralasan bahwasannya tidak penting siapa yang memimpin karna 

tidak akan ada pengaruhnya terhadap keadaan si pemilih. Sifat apatisme 

ini biasanya di ekspresikan dengan cara tidak memilih atau biasa 

disebut golput. 

Ketiga, adalah faktor ekonomi, mereka yang biasanya berstatus 

ekonomi menengah kebawah sangat rentan menjadi sasaran para politisi 

yang menjadikan status ekonomi mereka sebagai alat untuk meraup 

suara melaui sejumlah barang dan uang. Mereka yang diberi sejumlah 

barang dan uang tersebut tidak memiliki pilihan lain selain 

menerimanya dikarenakan memang itu yang mereka butuhkan, padahal 

sudah jelas dalam Sabda Nabi, Rasulullah saw bersabda yang artinya: 

Dari Abdullah bin „Amr, dia berkata: “Laknat Allah kepada pemberi 

suap dan penerima suap”. [HR. Ahmad, no. 6984; Ibnu Majah, no. 

2313. Hadits ini dinilai shahiholeh Syaikh Albani Syaikh Al-Arnauth]. 

Mekanisme one man one vote (satu orang satu suara) dalam 

pemilu, kini telah mendorong kandidat pemimpin berlomba-lomba 

meraup simpati dan dukungan suara. Tak jarang yang menempuh jalan 

instan untuk meraup kursi kekuasaan, mulai dari mengobral janji-janji 

manis namun juga menebar uang suap agar hak pilih warga jatuh pada 

dirinya. Padahal sudah jelas Islam melarang suap, maka peran 

pemerintah dan tokoh agama sangat diperlukan untuk menyadarkan 

masyarakat dan para politisi akan bahayanya praktek ini. 
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Empat, adalah faktor pendidkan, partisipasi politik erat kaitannya 

dengan tingkat pendidikan. Pada umumnya semakin tinggi tingkat 

pendidikan semakin tinggi pula pemahaman individu akan pentingnya 

partisipasi politik. 

 

B. Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Partisipasi Politik Masyarakat 

Kelurahan Surabaya Terhadap Pilpres 2019 

 

Al-Quran dan Al-hadits sebagai pedoman hidup umat Islam tidak hanya 

mengatur perkara hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia 

dengan sesama manusia saja, namun mencakup segala aspek kehidupan 

termasuk politik dan ketatanegaraan, politik Islam merupakan penghadapan 

Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku 

politik serta budaya yang berorientai pada nilai-nilai Islam. Mayoritas  

masyarakat di kelurahan surabaya adalah Islam namun dari penelitian yang 

dilakukan di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung 

mengenai partisipasi politik masyarakat terhadap pemilihan umum presiden 

2019 di lingkungan III kelurahan Surabaya, kecamatan Kedaton Bandar 

Lampung  dari 1913 dpt, hanya 22 suara yang tidak digunakan oleh pemilih 

golput dengan berbagai alasan, dilihat dari tingginya tingkat partisipasi dan 

tidak ditemukannya konflik pada saat pemilihan umum Presiden 

dikelurahan Surabaya maka partisipasi politik di kelurahan Surabaya sudah 

sesuai dengan nilai-nilai Islam.  

Fenomena golput di kelurahan Surabaya menjadi PR tersendiri bagi 

pemerintah setempat untuk di tanggulangi walaupun jumlahnya tak banyak 
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apabila dibiarkan dapat mempengaruhi para pemilih lain. golput dikalangan 

masyarakat sering pula di definisikan sebagai orang yang tidak 

menggunakan hak pilihnya untuk memilih, namun pada hakekatnya golput 

adalah sebutan bagi mereka orang-orang yang tidak menggunakan hak 

suaranya dalam pemilu. Islam memahami kemerdekaan merupakan hak-hak 

bagi tiap warga negara untuk berfikir, berbicara, dan berpendapat, Islam 

tidak melarang selagi selaras dengan Al-Quran dan Hadits. Para ulama 

berbeda pendapat mengenai hukum golput. ulama yang membolehkan goput 

berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan tentang cara khusus memilih 

dan mengangkat pemimpin dilangsungkan. Khulafaur Rasyidin yang 

memimpin setelah Nabi wafat pun diangkat sebagai khalifah dengan cara 

yang berbeda, namun walaupun demikian mereka yang golput diwajibkan 

mentaati siapapun yang kelak menjadi pemimpin selagi pemerintahannya 

selaras dengan Al-Quran dan Hadits. Sedangkan para ulama yang 

mengharamkan golput beralasan bahwa menaati pemerintah (ulil amri) 

adalah suatu kewajiban dan demokrasi adalah suatu sistem yang tidak 

bertolak belakang dengan sistem pemerintahan Islam sedangkan di dalam 

Islam dikenal istilah syuro yang artinya adalah musyawarah, namun demi 

kemaslahatan dan kemajuan bangsa akan lebih baik jika masyarakat ikut 

berpartisipasi dalam perpolitikan sekalipun tidak ada dalil yang 

memerintahkannya, bahkan menurut jumhur ulama bahwa membentuk 

negara, menyelenggarakan pemerintahan, dan mengangkat kepala negara 

adalah wajib, dengan kategori wajib kifayah. Sebagaimana pendapat Imam 
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al-Mawardi, yang menyebutkan bahwa imamah diwujudkan untuk 

mengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pendapat 

ini jelas-jelas menunjukan bahwa institusi imamah (negara dalam istilah 

sekarang) merupakan kewajiban. 

Berdasarkan bentuk partisipasi masyarakat kelurahan Surabaya 

kecamatan Kedaton Bandar Lampung, didapati beberapa permasalahan 

politik yang menyimpang dari ajaran Islam. perbedaan pendapat memang 

hal yang wajar, namun persatuan dan kesatuan adalah suatu kewajiban dan 

kunci utama dari kekuatan dan kemenangan, selama persatuan dan kesatuan 

tersebut berlandaskan aqidah yang kokoh. 

Adapun mereka yang tidak memilih dikarenakan ketidak percayaan 

terhadap kedua paslon maka pemilih ditekankan untuk menimbang lagi 

mana yang lebih sedikit mudharatnya apabila salah seorang dari kedua 

paslon tersebut memimpin. 

Islam tidak menghendaki paksaan dalam menjalankan kewajiban. 

Dalam hal ini adalah kewajiban memilih pemimpin, maka dilarang bagi 

seseorang untuk memaksa orang lain supaya orang tersebut mengikuti 

keinginannya (paksaan), menurut Imam A-Mawardi seseorang memilih 

imam (pemimpin) harus berdasarkan gagasan dan sikap bijaksana yang 

membuatnya mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi 

imam. 

Tidak dibolehkan juga bagi mereka memilih pemimpin dikarenakan 

ingin menuntaskan kewajiban semata bukan karena pemahaman, menurut 
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Imam Al-Mawardi seorang pemilih harus berdasarkan pengetahuan yang 

dapat membuatnya mampu  untuk mengetahui orang yang berhak diangkat 

sebagai imam (pemimpin) sesuai dengan syarat-syarat legal. 

Maka sebagai seorang pemilih muslim dinegara dengan mayoritas Islam 

diharuskan bagi pemilih, memilih berdasarkan pemahaman. Diantara 

manfaat yag diinginkan dari politisi dan pemilih Islam adalah menyuarakan 

kebaikan dengan meminimalisir keputusan yang bertentangan dengan ajaran 

Islam dan memperbesar diberlakukannya keputusan yang memudahkan 

dakwah Islam berkembang. 

 

 

  



BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan dari bab-bab sebelumnya, dapat di ambil 

kesimpulan yaitu sebagai berikut:  

1. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap partisipasi politik masyarakat dalam 

pilpres 2019 kelurahan Surabaya Bandar Lampung. 

Ulama berbeda pendapat mengenai apa hukumnya tidak ikut serta 

dalam pemilu (golput), Khulafaurrasyidin yang memimpin setelah Nabi 

wafat pun diangkat sebagai khalifah dengan cara yang berbeda beda, 

walaupun demikian mereka yang golput diwajibkan mentaati siapapun 

yang kelak menjadi pemimpin selagi pemerintahannya selaras dengan 

Al-Quran dan Hadits. Karena pelaksanaan pemilu terkait dengan 

sangkut paut penegakan kekuasaan („aqd al-imamah), maka hukumnya 

menjadi wajib. Tanpa melalui jalan pemilu, kekusaan tidak bisa 

ditegakkan dan akhirnya negara tanpa kekuasaan (pemerintah) akan 

menimbulkan anarkisme. namun demi kemaslahatan dan kemajuan 

bangsa akan lebih baik jika masyarakat ikut berpartisipasi dalam 

perpolitikan karena menilik pada tujuan dilaksanakannya pemilu adalah 

untuk memilih pemimpin negara dan wakil rakyat yang akan 

memperjuangkan kepentingan masyarakat, maka pemilu menjadi hal 

yang sangat urgen. 
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2. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pilpres 

2019 di kelurahan Surabaya Bandar Lampung. 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya kualitas partisipasi 

politik masyarakat Kelurahan Surabaya yaitu, faktor apatisme dan 

faktor ketidak percayaan masyarat terhadap pemerintah adapun peniliti 

menemukan fenomena fenomena sosial politik yang disebabkan oleh, 

faktor ekonomi, faktor berita bohong, dan politik uang. Belum lagi 

fanatisme kelompok dengan pilihannya masing masing ditambah berita 

bohong yang seringkali muncul telah menyebabkan ketegangan diantara 

dua kelompok yang berbeda pilihan dan juga kepanikan publik. 

Lemahnya kesadaran politik masyarakat sangat berbahaya bagi 

kelangsungan berdemokrasi selain dapat melemahkan pondasi 

konstitusi, lemahnya kesadaran masyarakat akan perpolitikan juga 

dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang menginginkan 

kekuasaan politik tertentu. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan ini maka penulis mengemukakan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada masyarakat yang hendak menyalurkan aspirasi politiknya 

hendaknya menjadikan hati nurani sebagai penentu pilihan dan juga 

menjadikan visi dan misi dari paslon yang dipilih sebagai tolak ukur 

dalam menentukan pilihan. Jangan terpengaruh intimidasi oleh rayuan 

oknum oknum yang tidak bertanggung jawab dan bijaklah dalam 
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menyikapi berita yang belum jelas kebenarannya. Jadilah pemilih yang 

objektif dan tetap memngikuti syariat Islam. 

2. Kepada masyarakat terutama tokoh masyarakat dan tokoh agama 

hendaknya menjadi pengayom bagi masyarakat demi kelancaran 

berdemokrasi di negeri ini untuk menjaga kesatuan dan persatuan dari 

perbedaan pandangan politik yang kapan saja bisa menimbulkan konflik 

di masyarakat dan juga menjadi pengawas bagi masyarakat dari oknum 

oknum yang ingin melemahkan kesadaran politik masyarakat. 
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